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KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 dapat diterbitkan. Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2019 - 2024 disusun
mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Maluku 2019 - 2024
mengacu pada visi RPIJMD Provinsi Maluku 2019 - 2024 yaitu “Maluku yang
Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan
dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan’ Rencana Strategis Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 disusun sebagai pedoman dan arah
pembangunan kepariwisataan yang hendak dicapai dalam periode 2019 - 2024
dengan mempertimbangkan capaian pembangunan kepariwisataan hingga saat
ini. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, disusun dengan mengacu pada RPIJMD
2019 — 2024 dan Sinkron dengan Renstra Kementerian Pariwisata RI yang
memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
Kepariwisataan Maluku.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024
merupakan dasar dan pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam menyusun ; (1)
Rencana Kerja (Renja) ; (2) Laporan Tahunan ; dan (3) Laporan Kinerja.
Rencana Strategis ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran
Dinas Pariwisata serta para pemangku kepentingan pariwisata dalam menyusun
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang
pariwisata secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhirnya, Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Maluku 2019 -
2024 ini di harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana Dinas
Pariwisata dalam melaksanakan Tugasnya melalui kerja sama dan komunikasi
dan efektif dan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh
setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang diembannya. Terkait dengan maksud tersebut, maka
pembangunan kepariwisataan di provinsi Maluku memerlukan perencanaan dan arah
kebijakan yang baik sehingga dalam pelaksanaannya berpedoman pada sistem
perencanaan pembangunan pariwisata yang strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019—
2023 mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi
mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
(Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk
mengukur kinerja tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang
berfungsi untuk menterjemahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Dalam penyusunannya mengacu pada RPJMD yang sudah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selain itu harus sinkron dengan Renstra
Kementerian Pariwisata yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan kepariwisataan Maluku.

Keunikan Provinsi Maluku sebagai wilayah pesisir dengan pulau-pulau kecil
yang tersebar dalam 12 gugus pulau memerlukan wawasan yang berbeda dengan
wilayah kontinental. Wawasan dimaksud berhubungan erat dengan potensi objek dan
daya tarik alam bahari, seni budaya, lingkungan sosial masyarakat peisisir, sejarah,
dan kearifan lokal masyarakat kepulauan. Oleh karena itu dibutuhkan dokumen
rencana strategis pembangunan pariwisata di Provinsi Maluku sesuai dengan kondisi
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dan karakteristik daerah. Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku, selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat
peraturan perundangan juga untuk menjawab kebutuhan pembangunan Daerah
Provinsi Maluku.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun penyusunan Rencana Strategid OPD Pariwisata ini didasarkan dari

beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat |
Maluku.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ;

10. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya ;

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

13. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Benda Cagar
Budaya ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

16. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

17. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah ;

18. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

19. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
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23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku ;

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 - 2025 ;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku
2013-2033;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor : ...................... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2023 ;
Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor : ................ tentang Rencana Induk

Pembangunan Pariwisata Provinsis (RIPPARPOV) Maluku Tahun 2018 — 2025 dan,
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun

2019-2024 sebagaimana tertulis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yaitu
meningkatkan pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah di bidang pariwisata
selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 adalah:

1.

Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi
Maluku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2019 -
2024;

. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku selama periode tahun 2019 - 2024;
Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku dalam periode lima tahun ke depan;

Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan
evaluasi rencana pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku baik tahunan
maupun lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata OPD

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2019-2024 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian
mengacu pada Permendagri No 86 tahun 2017 sebagai berikut :

BAB | . PENDAHULUAN
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BAB II

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI
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Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
dan sistematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur, organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab ini menggambarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, telaah Renstra Kementerian
Pariwisata dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta
penentuan isu-isu strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah serta
hubungan tujuan dan sasaran OPD dengan tujuan dan sasaran RPJMD
Provinsi Maluku.

: STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan strategi dan kebijakan OPD dalam
5 (lima) tahun.

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pagu indikatif pada Dinas Pariwisata Provinsi
Maluku.

BAB VIl : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII :

Lampiran

Dalam bab ini disajikan Indikator kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku.

PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dokumen
Renstra yang telah ditetapkan.
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BAB 2

GAMBARAN
PELAYANAN
PERANGKAT
DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Uraian

Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan  yang disediakan oleh

masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai
susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Adapun Uraian tugas Kepala Dinas Pariwisata sesuai Pergub Bab IIl Bagian I,
pasal 3 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan, urusan
pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah provinsi
sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Pariwista Provinsi Maluku
berdasarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwista Provinsi Maluku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwista Provinsi
Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan
agar target kerja tercapai sesuai rencana ;
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c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwista Provinsi Maluku dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwista
Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. Merumuskan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri
pariwisata, pengembangan  pemasaran  pariwisata, pengembangan
kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

f. Merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan
industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan
kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai dengan prosedur dan
ketentuan vyang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata,

g. Merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang
pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran
pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

h. Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

i. Memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

j- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwista
Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan
datang;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwista Provinsi Maluku
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;
dan

I. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sesuai Peraturan
Gubernur Maluku, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

19



Rencana Strategis 2019 — 2024 Dinas Pariwisata Provinsi

¢) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari:
a) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat;
dan.
b) Seksi Pengembangan Industri Wisata.
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
a) Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran; dan
b) Seksi Promosi dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata.
5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari:
a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan; dan
b) Seksi Penelitian dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan.
6. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
a) Seksi Riset, Edukasi, Permodalan, Infrastruktur dan Pengembangan
Ekonomi; dan
b) Seksi Pemasaran, Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar
Lembaga.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

(o]

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Maluku terlihat pada gambar di bawah ini :

KEPALA DINAS| |
Jabatan
Fungsional SEKRETARIS
Subag Subag Perencanaan, Subag Keuangan
) Evaluasi dan Pelaporan dan Aset
Kepegawaian dan

Umum
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Kabid Pengembangan
Destinasi dan Industri

Pariwisata Kabid Pengembangan Kabid Pengembangan Kabid Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Kelembagaan Pariwisata Ekonomi Kreatif
) 4 Seksi Promosi dan A 4 ) o .
Seksi Pengembangan Pengembangan Seksi Pengembangan Se::;:;ﬁi&f:‘;:?"
Destinasi dan Pemberdayan Komunikasi Pemasaran SDM Kepariwisataan )
Masyarakat Do P Pengembangan Ekonomi
N : AN | J | J :
( N N\ )
S [RETEIE CET Seksi Pemasaran, Fasilitasi
. . . . Hubungan_K(_eIembagaan HAKI Dan Hubungan Antar
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku

Sumber: Peraturan Gubernur Maluku No. 22 Tahun 2017

URAIAN TUGAS
Uraian tugas sesuai susunan organisasi dinas pariwisata provinsi maluku adalah:
1. Sekretariat
Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sesuai Pergub. Maluku Bab Ili
Bagian Kedua pada Pasal 4 ayat 1 mempunyai tugas menyusun rencana
operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan
umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset
sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang
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kesekretariatan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Dinas
Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas

Pariwisata Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan
tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas

Pariwisata Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas

Pariwisata Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk
menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;

Menyelenggarakan  pembinaan  organisasi, analisis jabatan,
ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya
aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sesuai
ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;

. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan
Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di

lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data
statistik sektoral di bidang pertanian;

. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;

22



i

K.

Rencana Strategis 2019 — 2024 Dinas Pariwisata Provinsi

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.

2. Bidang Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat serta
pengembangan industri wisata sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai
kinerja yang optimal. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pergub
Maluku sebagai berikut:

a.

Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pengembangan Destinasi
dan Industri Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata Provinsi
Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengembangan

Destinasi dan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan
tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien ;

. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan

Destinasi dan Industri Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

. Merumuskan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan

serta menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata,
dan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi
wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, dan pemberdayaan
masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar program Kkerja dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel ;

. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik

wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan
pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata
serta melaksanakan administrasi bidang Pengembangan Destinasi,
pemberdayaan masyarakat dan Industri Pariwisata;

. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri
pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat;
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Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata dengan cara membandingkan antara program
kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan rencana kerja yang akan datang;j. menyusun laporan pelaksanaan tugas
Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.

3. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi
Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di
bidang analisa dan strategi pemasaran serta promosi dan pengembangan
komunikasi pemasaran pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai
target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Gubernur Maluku sebagai berikut:

a.

Menyusun rencana operasional di Bidang Pengembangan Pemasaran
Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku
agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan
akuntabel;

Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di lingkup Bidang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata maupun instansi terkait dan
kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

Merumuskan pedoman klasifikasi dan rekomendasi perizinan di Bidang
Pemasaran Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi Bidang Pemasaran
Pariwisata sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang
diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata dengan cara membandingkan antara program kerja dan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana
kerja yang akan datang;
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Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran

Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

4. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi
Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta penelitian dan
hubungan kelembagaan kepariwisataan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

Menyusun rencana operasional Bidang Pengembangan Kelembagaan
Pariwisataan berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengembangan
Kelembagaan Pariwisataan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang

Pengembangan Kelembagaan Pariwisataan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan

Kelembagaan Pariwisataan secara berkala sesuaidengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Merumuskan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian
dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia aparatur
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan
akuntabel;

Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, kebijakan
kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan
pengembangan sumber daya manusia aparatur agar program kerja dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di
bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan
pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya
manusia kepariwisataan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur
sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan;

Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Bidang
Pengembangan Kelembagaan Pariwisataan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan
efisien;
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Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan
Kelembagaan Pariwisataan dengan cara membandingkan antara program kerja
dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan
Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan
program riset, edukasi dan pengembangan infrastruktur, branding, promosi, dan
publikasi baik dalam dan luar negeri, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan
sinkronisasi regulasi di bidang ekonomi kreatif. sesuai ketentuan yang berlaku
untuk mencapai target / capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian tugas
sebagaimana dimaksud Pergub Maluku adalah sebagai berikut:

a.

Menyusun rencana operasional di Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan program
kerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ekonomi Kreatif
sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang

Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ekonomi Kreatif secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

Merumuskan kebijakan teknis kegiatan dan program riset, edukasi dan
pengembangan infrastruktur, akses permodalan, pengembangan branding,
promosi, publikasi produk ekraf, hubungan antar lembaga dan wilayah sesuai
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan akuntabel,

Mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan
dan program riset, edukasi, pengembangan infrasutruktur, akses permodalan,
pengembangan branding, promosi, publikasi produk ekraf, hubungan antar
lembaga dan wilayah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel,

Melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pembinaan dan pemberian
dukungan kepada semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan kebijakan
program riset, edukasi, dan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan
infrastruktur, pengembangan branding, promosi, publikasi produk akses
permodalan, program hubungan antar lembaga dan wilayah sesuai ketentuan
yang berlaku untuk tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan;
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h. Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Bidang Ekonomi
Kreatif sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan
dapat berjalan secara efektif dan efisien;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ekonomi Kreatif
dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan
datang;

j- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Sumber daya adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat
dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya
yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas dan
fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Asset/Modal dapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan sebelumnya,

dibutuhkan potensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas pariwisata. Pegawai

adalah salah satu penggerak dalam unit organisasi. Jumlah pegawai dinas

pariwisata sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 77 orang.

a. Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jumlah pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Maluku paling besar dengan latar
belakang pendidikan SMA sederajat yaitu 26 orang, Lulusan D3 sebanyak 6
orang, strata 1 (S1) sejumlah 30 orang, strata 2 (S2) sejumlah 13 orang, Strata
3 1 orang serta SMP sebanyak 1 orang (Tabel 2.2.).

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO. JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI
1. | Sekolah Dasar (SD) -
2. | Sekolah Menegah Pertama (SMP) 1
3. | Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat 26
4. | Sarjana Muda/ D3 6
5. | Strata 1 (Sarjana) 30
6. | Strata 2 (Magister) 13
7 | Stara 3 (Doktor) 1
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TOTAL 77

Sumber: Rekapitulasi Data Dinas Pariwisata Prov. Maluku, 2019

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Pegawai berdasarkan pangkat/golongan pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
sebanyak 77 orang, yaitu Golongan | 2 orang, Golongan Il 8 orang, Golongan llI
60 orang dan Golongan IV 7 orang. (Tabel 2.3.).

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

NO. GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI
1. I 2
2. I 8
3. 1l 60
4. v 7
TOTAL 77

Sumber: Rekapitulasi Data Dinas Pariwisata Prov. Maluku, 2019

c. Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Sedangkan didasarkan dari Jabatan Struktural sebanyak 17 orang pegawai
terdiri atas 1 orang pegawai eselon Il, 5 orang pegawai eselon Ill, dan 11 orang
eselon IV (Tabel 2.4.).

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO. ESELON JUMLAH PEGAWAI
1. I 1
2. 1l 5
3. v 11

TOTAL 17

Sumber: Rekapitulasi Data Dinas Pariwisata Prov. Maluku, 2019

PRASARANA/SARANA
Prasarana dan sarana perkantoran yang secara langsung mendukung
terselenggaranya tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata provinsi maluku antara lain
bangunan gedung kantor yang dapat diketahui melalui tabel berikut.
1. Asset Bangunan
Aset bangunan dapat berupa kantor, gedung pertemuan, rumah dinas, dan lain-lain.
Adapun asset bangunan Dinas Pariwisata Tahun 2018 sesuai buku inventaris
gabungan antara lain sebagai berikut.
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Tabel 2.4. Data Asset Bangunan Dinas Pariwisata Tahun 2018

NO. JENIS ASSET BANGUNAN JUMLAH FASILITAS PENDUKUNG
1. | Gedung Utama (kantor) 1
2. | Gedung Pertemuan 4 Fasilitas meja, kursi,
mimbar, dll
3. | Gedung Hiburan/Kesenian permanen 1
4. | Bangunan di Objek Wisata 24 Berbagai sarana
penunjang sesuai DTW
5. | Mess/Wisma permanen 1 Kamar tidur, meja, kursi, dll
6. | Gedung Dive Center 1
7. | Gedung Penginapan (Resort) 1 Kamar tidur, meja, kursi,
lampu, dll
8. | Instalasi Listrik 1
9. | Jaringan Air Minum (Namalatu) 1
10. | Saluran Drainase dan Sumur Pompa 3
11. | Pos Penjagaan 2
12. | Lain-lain

Sumber: Rekapitulasi Data Dinas Pariwisata Prov. Maluku, 2019

2. Asset Kendaraan
Asset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata pada awalnya cukup banyak,
namun sesuai dengan nilai penyusutan kendaraan karena umur teknis/ekonomi
yang semakin bertambah menyebabkan sebagian besar telah rusak dan tidak dapat
digunakan lagi. Data asset kendaraan milik dinas sampai dengan tahun 2019 dapat

dilihat pada Tabel 2.6
Tabel 2.5. Data Asset/Modal Kendaraan Tahun 2016

NO. JENIS ASSET KENDARAAN JUMLAH (UNIT)
1. | Truk -
2. | Mini Bus 1
3. | Kendaraan Roda 4 5
4. | Kendaraan Roda 2 6
5. | Sepeda -
7. | Speed Boat/Jetski 2

8. | Lainnya

Sumber: Rekapitulasi Data Dinas Pariwisata Prov. Maluku, 2019
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3. Asset Alat Kantor dan Komunikasi
Untuk asset alat kantor dan komunikasi pada tahun 2019 sebanyak 181 unit dengan
keterangan jumlah unit di antaranya termasuk kategori rusak. Data selengkapnya
dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Alat Kantor dan Komunikasi Tahun 2018
NO. JENIS ASSET JUMLAH (UNIT)

1. | Meja Tulis 90

2. | Meja Tulis Pejabat

- Eselon Il 2

- Eselon Il 5

- Eselon IV 11
3. | Meja Rapat 2
4. | Kursi biasa/staf 95
5. | Kursi Putar 19
6. | Kursi Rapat 70
7. | Kursi Besi
8. | Kursi Lipat -
9. | Sofa 3
10. | Filling Kabinet 3
11. | Lemari Besi 15
12. | Lemari Kayu 6
13. | Brankas 2
14. | Unit Portable Computer 5
15. | Laptop Computer 5

16. | Notebook Computer -

17. | Mesin Ketik 1

18. | Komunikasi Telepon -

19. | Printer 3

20. | Faximile -

21. | LCD Projector 2

22. | Camera 1

30



Rencana Strategis 2019 — 2024 Dinas Pariwisata Provinsi

NO. JENIS ASSET JUMLAH (UNIT)
23. | Drone 1
24. | AC 18

25. | Kipas Angin -

26. | TV 10
33. | Lainnya -
TOTAL 369

Sumber: Rekapitulasi Data Dinas Pariwisata Prov. Maluku, 2018

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku
Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.,
memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan otonomi
daerah di bidang pariwisata. Kewenangan provinsi di bidang pariwisata diwujudkan
melalui program-program prioritas yaitu program program pengembangan destinasi
pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan
kemitraan, dan program pengembangan Ekonomi Kreatif.

2.3.1. CAPAIAN KINERJA PARIWISATA

Pariwisata secara konseptual merupakan sarana pemenuhan hasrat manusia
untuk bereksplorasi guna menikmati berbagai perbedaan. Karakter yang melekat dari
sebuah kegiatan wisata adalah melakukan perjalanan keluar wilayah dari kehidupan
sehari-hari. Unsur perjalanan menjadi penting karena bertujuan untuk menikmati
perbedaan. Yang dapat dinikmati antara lain mencakup pemandangan alam, bangunan-
bangunan sejarah, fauna dan flora, kehidupan manusia, suhu udara, rasa makanan dan
minuman, intonasi suara dan perbedaan-perbedaan lain yang mengarah pada perilaku
manusia termasuk adat istiadat, kesenian, cara berpakaian dan lain sebagainya.

Produk pariwisata sebagai komponen penting dalam industri pariwisata dapat
diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijual sebagai komoditas pariwisata.
Produk Pariwisata mencakup 3 (tiga) aspek yang di kenal dengan istilah triple A
(Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas).

1. Atraksi/Objek dan daya tarik wisata adalah objek yang memiliki daya tarik untuk
dilihat, ditonton, dinikmati yang layak “dijual’” ke pasar wisata. Seringkali atraksi
ditafsirkan dalam 2 (dua) komponen, yakni sebagai objek wisata (tourist object) dan
sebagai atraksi wisata (tourist attraction). Atraksi wisata dapat dilihat entertainment
yang seringkali membutuhkan persiapan dan pengorbanan untuk menikmatinya;
Berbeda dengan objek wisata (tourist object) yang dapat disaksikan tanpa perlu
persiapan.
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2. Amenitas, yaitu segala macam fasilitas yang menunjang kegiatan pariwisata di
antaranya rumah makan, hotel, sarana komunikasi, papan informasi, penukaran
uang (money changer) dan lainnya, bahkan seringkali diperlukan jasa asuransi
khususnya bagi tipe wisata yang memiliki resiko kecelakaan tinggi. Keberadaan dan
kelengkapan berbagai jenis fasilitas menjadi prasyarat mutlak bagi peningkatan
kunjungan wisatawan pada suatu objek wisata. Dengan kata lain, meskipun objek
wista yang dimiliki dinilai cukup bagus, namun bila tidak memiliki jaminan fasilitas
yang memadai lambat laun tentu akan ditinggalkan wisatawan.

3. Aksesibilitas, berupa sarana-prasarana yang menyebabkan wisatawan dapat
berkunjung di sebuah destinasi (objek). Dalam konteks ini, sarana dan prasarana
dibangun agar wisatawan dapat mencapai objek dengan aman, nyaman dan layak.
Inilah yang membedakan dengan domain ekonomi yang menyediakan sarana dan
prasarana agar produk yang dijual dapat di distribusi sehingga dapat dijangkau
konsumen. Sementara domain pariwisata sarana dan prasarana dibangun agar
konsumen dapat mengunjungi objek wisata sehingga merek dapat “membeli” produk
tersebut. Dengan demikian aksesibilitas menyebabkan wisatawan mencapai objek
wisata dengan mudah, aman dan nyaman.

Capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku selama tahun berjalan
dibahas per aspek pembangun konsep pariwisata sebagai berikut.

A. Destinasi dan Daya Tarik Wisata (Atraksi)

Maluku memiliki potensi alam yang banyak menawarkan keanekaragaman
daya tarik wisata, (bahari, pantai, air terjun/pemandian, hutan termasuk flora dan
fauna) maupun atraksi budaya (heritage dan living culture) yang dapat dikembangkan
menjadi daerah tujuan wisata yang layak untuk dikunjungi. Oleh dunia Maluku dikenal
sebagai “The Spice Island’s Exotic Marine Paradise”. Bagi wisatawan yang menyukai
kegiatan wisata bahari hal ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan menyelam (diving),
selancar (ski), berenang di permukaan laut sambil melihat keadaan laut (snorkeling),
memancing (fishing), berenang (swimming), dayung (row), berjemur (sun bathing),
lomba perahu layar (yacht race), volley pantai (Volley Beach); demikian juga flora dan
fauna yang cocok bagi pengunjung yang menyukai tracking (menjelajah) dan
menikmati berbagai macam situs sejarah dan obyek wisata budaya.

Provinsi Maluku sebagai provinsi yang berbasis kepulauan, menjadikan laut
sebagai alternatif penting bagi pengembangan pariwisata Maluku. Selain itu, wisata
sejarah dan budaya diandalkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Maluku. Pariwisata Maluku pada tahun 2019 berjumlah 846 Objek dan Data Tarik
Wisata yang terbagi dalam beberapa potensi wisata, yang ditampilkan dalam tabel
berikut (Tabel 2.8.).

Tabel 2.7. Potensi Wisata yang Tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2019

Potensi Wisata

No Kabupaten/Kota Bahari Alam Sejarah/ | Buatan | Jumlah
Budaya

1. | Kota Ambon 40 13 50 1 104
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2. | Kab. Maluku Tengah 53 12 50 1 116
3. | Kab. Maluku Tenggara 36 12 28 - 76
4. | Kabupaten MTB 18 6 16 - 40
5. | Kabupaten Kep. Aru 25 26 30 6 87
6. | Kabupaten SBB 32 45 47 - 124
7. | Kabupaten SBT 17 16 10 - 43
8. | Kabupaten Buru 17 9 18 6 50
9. | Kabupaten Bursel 8 2 6 - 16
10. | Kabupaten MBD 19 48 98 - 165
11. | Kota Tual 16 2 6 1 25

281 191 359 15 846

Sumber: LAKIP Dinas Pariwisata Prov Maluku, 2018

Data menunjukan bahwa jumlah daya tarik wisata (DTW) Bahari berupa wisata
snorkeling, diving, wisata pantai memiliki jumlah yang besar dan bila digabungkan
dengan DTW alam (Air terjun, Danau, sungai, dll) pada bentang alam daratan
(Lanscape) memiliki jumlah potensi daya tarik wisata sebesar 472 Daya Tarik Wisata
(DTW) atau 55,61% didukung oleh adanya wisata sejarah dan budaya di Maluku yang
berjumlah 359 DTW atau 42,38%. DTW sejarah dan budaya umumnya didominasi oleh
berbagai peninggalan zaman penjajahan dari bangsa Portugis sampai dengan Jepang
selain juga terdapat bentuk-bentuk peninggalan budaya leluhur di Negeri Raja-Raja ini.
Sedangkan potensi daya tarik wisata buatan hanya sebesar 15 DTW atau 02 %.
Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah ODTW terbanyak adalah Kabupaten MBD,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah.

Potensi Daya Tarik

Wisata di
E Bahari/Ala B Sejarah/Buda Wisata
15; q

359;

Gambar 2.2. Potensi Daya Tarik Destinasi di Provinsi Maluku
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Besarnya PAD yang diperoleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam
pengelolaan obyek wisata selama tahun 2015-2018 yang dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.8 Realisasi PAD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014-2018

REALISASI PAD (RUPIAH)
Uraian
2015 2016 2017 2018
Rp. 467.178.285 | 498.969.955 | 673.217.328 995.521.500

Sumber: LAKIP Dinas Pariwisata Prov Maluku, 2018

B. Amenitas dan Usaha Wisata

Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah usaha yang menyediakan
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan
pariwisata, termasuk Homestay, Rumah wisata dan Pondok wisata yang menjadi
Program prioritas Kementerian Pariwisata. Jenis usaha pariwisata meliputi daya tarik
wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa
makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan
dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan
pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultaan pariwisata, jasa pramuwisata,
wisata tirta dan spa.

Di Maluku telah tersedia fasilitas wisata mencakup hotel, restoran, dive
centre/fasilitas wisata bahari, biro perjalanan dan toko souvenir. Dilihat berdasarkan
perkembangan per tahun, jumlah usaha jasa pariwisata di Provinsi Maluku selama lima
tahun yaitu tahun 2013 - 2018 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.9. Jumlah Usaha Pariwisata Tahun 2014-2018

TAHUN
< SIS A 2014 2015 2016 2017
1. HOTEL BINTANG 11 11 9 7 8
2. | HOTEL NONBINTANG | 253 753 766 304 327
3. RUMAH MAKAN 563 563 645 649 657
Y GUIDE UMUM 105 208 208 211 211
5 GUIDE SELAM 56 56 56 56 56

Sumber: Rekapitulasi Data Dispar Maluku, 2018

Usaha sarana pariwisata yang tersedia antara lain akomodasi berupa hotel
berbintang dan hotel nonbintang pada tahun 2014 sebanyak 264 unit dan tahun 2018
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meningkat menjadi 335 unit dengan pertumbuhan sekitar 3,35 % pertahun, sedangkan
restoran atau rumah makan tahun 2014 sebanyak 563 unit menjadi 657 unit pada
tahun 2018. Pramuwisata dalam hal ini guide umum dan guide selam mengalami
perkembangan dari 251 orang pada tahun 2014 menjadi 267 orang pada tahun 2018.

Fasilitas perbankan sangat membantu wisatawan yang datang dari jauh. Selain
bank-bank pemerintah terdapat pula bank swasta; meskipun lokasinya sebagian besar
berada di Ambon. Hal ini tidak menjadi masalah untuk melakukan transaksi antar
bank telah terhubungi secara online, sehingga uang tunai dapat diambil lewat bank lain
di kota yang berbeda dalam waktu singkat. Jumlah bank yang beroperasi di Maluku
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Jumlah Bank di Maluku menurut Kabupaten Tahun 2018

BANK UMUM

KABUPATEN/ BANK

NO. KOTA INDONESIA BANK spp | BANK BPR | JUMLAR

PEMERINTAH SWASTA

1. | Kepulauan - 5 3 1 1 10
Tanimbar

2. | Maluku - 7 4 - 1 12
Tenggara

3. | Maluku - 12 6 4 1 23
Tengah

4. | Buru - 6 5 1 1 13

5. | Kep. Aru - 5 3 1 2 11

6. | Seram Bagian - 5 2 2 2 11
Barat

7. | Seram Bagian - 3 3 1 1 8
Timur

8. | Maluku Barat - 2 3 - 1 6
Daya

9. | Buru Selatan - 2 1 - 1 4

10. | Ambon. 1 25 7 27 2 62

11. | Tual - 5 2 2 1 10
Maluku 1 77 39 39 14 170

Sumber: Rekapitulasi Data Dispar Maluku Tahun 2019

C. Aksesibilitas
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Karakteristik wilayah Provinsi Maluku adalah wilayah kepulauan. Provinsi
Maluku berbatasan dengan beberapa Negara tetangga. Dalam kaitannya dengan
pengembangan pariwisata di Provinsi Maluku, banyak kawasan ODTW. yang belum
terlayani dengan penyediaan transportasi yang memadai (darat, laut dan udara), satu
diantaranya Kepulauan Banda yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam
penyediaan dan peningkatan frekuensi pelayaran serta penerbangan. Berkaitan
dengan masalah mobilitas ataupun pergerakan wisatawan, mobilitas atau pergerakan
wisatawan yang keluar masuk ke wilayah Maluku dapat diperhatikan dari wisatawan
dan sarana transportasi yang dipergunakan dengan pintu masuk (main gate) ke
wilayah Maluku mencakup Ambon. Saumlaki dan Langgur. Sementara dari
aksesibilitas dan sistem transportasi yang tersedia adalah melalui transportasi udara
dan laut.

Pergerakan wisatawan yang masuk ke Maluku dapat diidentifikasi melalui jenis
transportasi udara, dan laut. Umumnya wisatawan mancanegara mempergunakan
transportasi udara melalui jalur Jakarta-Makasar-Ambon; Surabaya- Makasar -Ambon
yang hingga saat ini dilayani maskapai Lion Air, Garuda Indonesia, dan Batik Air.

Tabel 2.11. Rute Penerbangan Komersil di Provinsi Maluku Tahun 2018

MASKAPAI JENIS PESAWAT FREKUENSI
NO. PENERBANGAN PENERBANGAN PENERBANGAN
1. | LION AIR Boeing 737 — 900 |e Ambon — Jakarta Setiap Hari
ER e Ambon - Makassar—
Surabaya
2. Boeing 737 — 800 |e Ambon — Jakarta Setiap Hari
GARUDA NG e Ambon - Makassar
INDONESIA
3. ATR 72 - 600 e Ambon — Langgur Setiap hari
e Ambon - Saumlaki
4. | BATIK AIR e Ambon — Jakarta
e Ambon — Makassar . .
e Ambon —Surabaya Sefiap hari
e Ambon - Halim Perdana
Kusuma
5. | WINGS AIR ATR 72-600 e Ambon — Namrole 4x Seminggu
e Ambon — Dobo . .
e Ambon — Saumlaki Setiap hari
e Ambon — Langgur Setiap hari
Setiap hari
6. | TRIGANA AIR ATR 72-600 e Ambon — Dobo Setiap hari
e Ambon — Langgur . ,
e Ambon — Kufar Setiap hari
4 x Seminggu
7. | EXPRESS AIR ATR 72-600 e Ambon - FakFak -
Kaimana . .
« Ambon — Sorong Setiap hari
e Ambon — Nabire
e Ambon- Manokwari

Sumber: Maluku Dalam Angka, 2018
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Sementara untuk moda transportasi lainnya yang seringkali dipergunakan
wisatawan asing adalah Kapal Pelni, kapal pesiar (Cruise Ship) dan kapal layar yang
secara khusus melakukan pelayaran ke Maluku. Pada tahun 2018 kunjungan kapal ke
Pelabuhan Ambon sejumlah 3.233 kapal dan kunjungan ke Pelabuhan Banda sejumlah
499 kapal. Adapun arus penumpang Yyang berlayar menggunakan jasa kapal
penumpang cepat PELNI selama satu tahun pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.12. Arus Penumpang yang Dilayari Kapal-Kapal Penumpang Cepat PT. PELNI
di Maluku Tahun 2018

JUMLAH PENUMPANG
NO. NAMA KAPAL
TURUN NAIK
1. KM. kelimutu 357 384
2. KM. Tidar 53.980 58.046
3. KM. ciremai 5.028 5.406
4. KM. Pangrango 35.224 37.875
5. KM. Sangiang 5.158 5.546
6. KM. Gunung Dempo 1.003 1.074
7. | KM. Dorolonda 39.460 42.430
8. KM. Dobonsolo 32.790 35.258
9. KM. Nggapulu 23.619 25.397
Total Jumlah Penumpang 196.619 211.416

Sumber : Maluku dalam Angka 2018

D. Komunikasi
Telekomunikasi di Maluku sebagai wilayah kepulauan merupakan sarana yang
penting. Tabel berikut menggambarkan kapasitas sentral telepon menurut lokasi di
Provinsi Maluku.

Tabel 2.13. Kapasitas Sentral Telepon Menurut Lokasi di Maluku Tahun 2014 - 2018

KAPASITAS

NO. DAERAH 2012 2013 2014 2015 2016
1. | Ambon 19551 19551 22438 23500 23500
2. | Passo 2073 2073 1034 2900 2900
3. Poka - - - - -
4. [ Masohi 1687 1687 1721 1755 1755
5| Namlea 907 907 907 907 907
6. Banda Neira 529 529 529 529 529
7. Saparua 737 737 737 737 737
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8. Wabhai 203 203 203 203 203
9. Bula 386 386 386 386 386
10. | Tual 2952 2952 2952 2952 2952
11. | Saumlaki 428 428 428 428 428
12. | Dobo 1141 1141 1141 1141 1141
13. | Larat 413 413 413 413 413
14. | Elat - - - - -

Maluku 30.804 30.804 33.789 35.851 35.851

Sumber: Maluku dalam Angka 2018

dewasa ini sarana komunikasi mulai bergeser ke telepon seluler.

E. Kondisi Pasar Wisata

wisatawan serta tingkat kunjungan tamu hotel sebagaimana berikut.

Dari tabel di atas, 14 daerah telah memiliki pusat-pusat sentral telepon. Namun

Identifikasi kondisi pasar wisata ditunjukkan dalam tingkat dan pola kunjungan

1. Tingkat dan Pola Kunjungan Wisatawan

Secara umum, pendapatan Provinsi Maluku yang cukup signifikan adalah
melalui sektor Pariwisata dan Usaha Pendukung Jasa Pariwisata. Kondisi Maluku yang
aman tentunya sangat dibutuhkan dan akan memberikan peluang investasi dan
kunjungan wisatawan. Pembaruan yang terus dibenahi oleh pemerintah dan instansi
berkaitan dengan Atraksi, Amenitas dan Aksesbilitas bertujuan untuk menambah
jumlah kunjungan. Hingga saat ini wisatawan yang berkunjung dapat dibedakan dalam
dua segmen, yakni Wisatawan Nusantara (wisnus) dan Wisatawan Mancanegara
(wisman). Berikut adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan

nusantara:
Tabel 2.14. Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2010-2018
WISATAWAN
NO. | TAHUN MANCANEGARA WISATAWAN NUSATARA
1. | 2014 16.295 96.459
2. | 2015 14.703 110.699
3. | 2016 15.015 103.947
4. | 2017 18.075 111.332
5. | 2018 19.508 105.001

Sumber: Rekapitulasi Data Dinas Pariwisata Provinsi Maluku

Mencermati tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara ke Maluku dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan,
sedangkan kunjungan wisatawan nusantara mengalami fluktuatif jumlah kunjungan,
dimana pada tahun 2015 terjadi peningkatan kumlah kunjungan namun ditahun
berikutnya mengalami penurunan Jumlah kunjungan. Dari data tabel 2.15 tersebut
diatas, dapat dilihat bahwa lonjakan jumlah kunjungan wisatawan terbesar baik
wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusatara terjadi di tahun 2017. Hal ini
tidak terlepas dari berbagai event nasional maupun internasional yang sukses
diselenggarakan di Provinsi Maluku.
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Pada prosesnya, kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke
Maluku datang dari berbagai Negara. Berikut data jumlah wisatawan mancanegara
apabila dirinci berdasarkan asal kebangsaan:

Tabel 2.15. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Maluku tahun 2014 — 2018

TAHUN KUNJUNGAN
NO. KEBANGSAAN
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. | ASEAN
Malaysia 150 265 104 230 183 40
Philipina 82 202 30 78 24 50
Singapura 344 307 108 196 310 56
Thailand 163 191 127 135 89 28
Brunei Darussalam - - 9 9 - -
Vietnam - - 11 30 18 2
Laos - - - - - -
Myanmar - - 5 74 17 3
Kamboja - - - - - -
SUB TOTAL ASEAN 739 965 394 652 641 179

2. | ASIA LAINNYA
Jepang 403 302 257 460 425 92
Korea 417 394 172 250 77 43
Taiwan 148 93 67 31 18 9
Hongkong / RRC 189 208 359 718 909 119
Lainnya 151 175 212 1.139 368 39
SUB TOTAL ASIA 1.308 | 1.172 1.067 2.598 1797 302
LAINNYA

3. | AUSTRALIA
Australia 723 548 499 670 660 248
Selandia Baru 175 123 21 86 51 9
SUB TOTAL 898 671 520 756 711 257
AUSTRALIA

4. | AMERIKA
USA 561 575 508 1.111 944 232
Kanada 164 342 64 171 390 27
Amerika Lainnya 95 280 75 44 28 6
SUB TOTAL 820 | 1.197 647 1.326 1.362 265
AMERIKA

5. | EROPA
Austria 184 223 124 123 129 38
Belanda 2.728 | 5.154 | 4.157 5.763 6.586 1.769
Belgia 88 121 69 110 116 44
Cheko - - - - - 11
Finlandia - - - - - 22
Norwegia - - - - - 16
Polandia - - - - - 4
Rusia - - - - - 37
Slovenia - - - - - 12
Italia 179 237 80 140 212 34
Inggris 337 382 256 452 333 96
Jerman 505 903 749 1.112 771 244
Perancis 282 477 301 479 490 125
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TAHUN KUNJUNGAN
NO. KEBANGSAAN

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Swedia 82 239 74 77 89 94
Swiss 176 256 124 135 179 60
Spanyol 78 205 130 132 284 38
Denmark 56 98 24 126 82 22
Ukraina - - - - - 10
Lainnya 90 581 208 122 351 52

SUB TOTAL EROPA 4785 | 8.876 6296 8.771 9.622 2.728
SUB TOTAL KUNJUNGAN 8.612 | 12.881 8.924 | 14.103 | 14.253 3.731
REGULER
Sumber: Rekapitulasi Data Dispar Maluku s.d April 2019

Pasar utama wisatawan mancanegara yang dating ke Maluku didominasi oleh
wisatawan dari Eropa yaitu Belanda, Jerman, Perancis, Inggris, dan Belgia. Hal ini
tidak terlepas dari ikatan sejarah serta budaya yang saling berhubungan dengan yang
lain.

Sedangkan Rincian kunjungan wisatawan nusantara dan lokal ke Maluku pada
Tahun 2018 menurut rekapitulasi data Dinas Pariwisata Provinsi Maluku adalah
sebagai berikut.
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BULAN

NO. | DAERAH ASAL JAN FEB | MAR | APR | MElI | JUN | JUL | AGU SEP OKT NOV DES JUMLAH
1. [ JAWA
Jakarta 3248 | 3577 | 5704| 6415| 3.866| 2.806| 4.190| 4.861| 3.293 | 3.665| 4.002| 3.826 49.453
Jogjakarta 106 60 168 58 87 62 140 110 86 162 154 183 1.376
Semarang 68 109 74 114 92 64 75 137 125 99 117 150 1.204
Surabaya 573 484 518 401 607 412 613 597 309 470 547 530 6.061
Malang 68 26 27 24 52 55 53 26 6 3 57 45 482
Madiun 2 17 - 1 2 16 2 1 - - 8 3 52
Bali 9 26 75 16 a3 30 70 63 47 166 193 a1 789
Bandung 167 245 119 78 247 149 154 113 272 869 545 215 3373
Bogor 88| 109| 48| 56| 103| 75| 125| 116 a1 58 65| 74 958
Depok 57 36 27 49 55 44 44 68 65 23 60 84 612
Sidoarjo 3 12 19 16 25 34 51 29 19 17 39 25 289
Serang - 2 5 2 80 3 190 180 3 1 569 211 1.241
Lamongan - 6 1 3 3 1 - - 3 - - 5 22
Cirebon 9 22 5 9 3 Z 12 3 19 13 18 5 117
Bekasi 95 165 135 142 88 78 297 260 117 29 138 65 1.829
Tangerang 71 39 39 160 167 100 111 88 88 65 82 134 1.144
SUB TOTAL 4604 | 4.955| 6929| 7544 | 5520| 3933 | 6127| 6872| 4493| 5660| 6594 5791 69.022
2. | SUMATERA
Medan 57 77 50 67 21 33 86 45 50 182 68 38 774
Padang 8 42 40 56 18 16 7 29 19 0 15 19 309
Palembang o] 4 11| 20| 41| 25| 22| 87 26| 199 31 3 465
Rind 12| 31 8 2| 19 6| 20| 18 12 79 10 44 261
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BULAN

NO. | DAERAH ASAL JAN FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP OKT | Nov | DpEs | JUMLAH
Lampung 6 26 7 5 38 13 25 43 13 86 22 21 305
Jambi 4 17 1 6 6 3 9 17 7 6 11 29 116
Aceh 2 43 6 7 29 24 2 22 2 11 10 6 164
Batam 10 19 1 6 21 12 24 30 19 14 18 35 209
Bengkulu 9 2 5 3 2 3 41 6 76
Bangka Belitung 2 2 1 51 - - - 11 3 34 4 3 111
SUB TOTAL 11| 307 125 222| 198| 135| 197 255 192 653 195 200 2.790

3. | KALIMANTAN bud
Palangkaraya ) 22 1 8 9 22 15 17 2 161 - 3 265
camarinda 21 32 6 23 37 22 80 73 44 18 107 33 496
Bandjarmasin 4 43 15 20 23 34 28 22 8 102 28 6 333
Pontianak 5 7 5 6 22 1 29 27 1 427 93 17 662
Pangkal Pinang - 2 - 1 0 0 2 9 1 2 6 - 23
Balikpapan 18 45 9 27 2 17 16 13 27 14 18 20 256
Bontang - 4 - - 0 0 5 1 - - 3 7 17
SUB TOTAL 53| 155 36 85| 123| 107| 175 162 94 724 255 83 2.052
4. | SULAWES
Mariado 120 111 204 140 | 212| 186| 171 168 247 240 373 207 2.379
Bitung 29 23 5 7 8 27 30 25 19 35 22 33 263
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NO. | DAERAH ASAL JAN FEB | MAR | APR | MEI JUNBULAJ,\LIJL AGU | SEP OKT | Nov | DEs | JUMLAH
Gorontalo 11 20 6 13 25 26 50 35 29 67 32 31 347
Pall 21 25 8 2 21 27 38 40 171 159 31 31 604
Makassar 563 | 707 465| 599 | 378| 377| 547 615 491 905 550 496 6.693
Kendari 57 81 28 32 30 27 92 59 39 63 63 76 647
Bulukumba 2 1 - - - - 15 8 - - - 1 27
Tana Toraja 13 12 3 3 9 1 17 10 13 13 17 19 130
Minahasa 7 32 7 6 1 3 5 17 6 11 9 5 109
Mamuiju 4 12 - - 5 6 2 7 2 1 3 4 46
Bau Bau 56 59 18 19 36 2 77 64 : 1 103 98 573
SUB TOTAL 883 | 1.083 744 | 851| 725| 722| 1044| 1L048| 1017| 1495| 1205 1001 11818
5. | NUSA

TENGGARA

Kupang 58 32 32 23 49 64 48 22 68 320 7 38 796
Buleleng - - - 1 - - 1 2 3 1 2 _ 10
Bima 2 2 : 4 1 : 1 6 1 2 3 13 35
Mataram 6 54 4 57 8 4 5 5 3 89 14 1 261
SUB TOTAL 66 88 36 85 58 68 55 35 75 412 61 63 1102

6. | PAPUA

Jayapura 255 | 223 222 | 224| 291| 294 | 248 260 273 315 443 505 3.553
Sorong 315 202 180 | 143| 157| 221| 258 213 288 584 235 363 3.159
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NO. | DAERAH ASAL JAN FEB | MAR | APR | MEI JUNBULAJ,\LIJL AGU | SEP OKT | Nov | DpEs | JUMLAH
Nabire 48 58 17 22 55 90 36 33 : : 43 81 83
Kaimana 57 65 21 33 68| 112 35 30 : 1 63 68 553
Merauke 68 46 38 58 2 78 30 31 : : 50 7 503
Manokwari 99 % 50 70 99| 120 59 78 32 73 139 114 1.031
Biak 60 49 33 33 20 43 34 33 : : 31 43 379
Timika 55 54 41 31 38 63 55 40 : : 75 103 555
Fak Fak 60 80 22 43 52 92 53 48 3 4 82 78 617
SUB TOTAL 1017| 813 624 | 657| 812| L1113| 808 766 598 977 | L161| 1427 10.833

7. | MALUKU UTARA
Ternate 222 | 189 266 | 271| 164| 178| 284 237 202 381 170 307 2871
SUB TOTAL 222 [ 189 266 | 271| 164| 178| 284 237 202 381 170 307 2871
TOTAL 6956 | 7.650 | 8760 | 9.715 | 7.600 | 6.256 | 8.600 | 9.375 | 6.671 | 10.302 | 9.641 | 8.872 100.488

Sumber: Rekapitulasi Data Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 2018
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Kunjungan atau pergerakan wisatawan nusantara di Maluku memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan wisatawan nusantara secara
nasional. Segmen pasar ini mempunyai peran yang sangat penting dalam
menggerakkan roda ekonomi pariwisata. Untuk itu perlu memberikan perhatian khusus
pada pengembangan pariwisata nusantara. Tahun 2018 wisatawan nusantara di
Maluku paling banyak berasal dari Jawa, Sulawesi dan Papua.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
periode 2014-2018, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu Jumlah kunjungan wisatawan
dan Pendapatan Asli Daerah(PAD) bidang pariwisata yang dapat dilihat di table
dibawabh ini:

Tabel 2.17. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
Tahun 2014 - 2018

- INDIKATO REALISASI CAPAIAN T'A;g(ffr
" IR KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. [Kunjungan 16.295 14.703 15.015 18.075 19.508 20.000
Wisman ke
Maluku
(Orang)
2. | Kunjungan 96.459 110.699 103.947| 111.332 105.001| 125.000
Wisnus ke
Maluku
(Orang)
3. |Jumlah 394.879,7| 467.178,3| 498.969,9| 673.217,3| 995.521,5|1.000.000
PAD (Rp
000)

2.3.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU
Evaluasi kinerja anggaran secara umum dapat digambarkan dari
perkembangan anggaran dan realisasi anggaran, rasio antara anggaran dan capaian
realisasi, serta rata-rata pertumbuhan untuk anggaran dan realisasi (Tabel 2.22 dan
2.23).

27



Rencana Strategis 2019 — 2024 Dinas Pariwisata Provinsi

Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD
Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2014-2018

Uraia ANGGARAN REALISASI Rasio Realisasi dan Anggaran

n TAHUN TAHUN Tahun

Belanj 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
a

Belanja

Langsun |12.323.092.909 | 13.049.719.999| 13.074.693.000| 33.047.404.50015.043.248.000 |10.875.993.264 | 12.838.920.539 | 9.926.146.335 |27.821.818.071 |12.844.353.043 | 88,26| 98,38| 7591| 84,18| 8538
g

Sumber: LPPD Dinas Pariwisata Provinsi Maluku,2019
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Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2014-2018

Uraian
Belanja per
Program

ANGGARAN
TAHUN

REALISASI
TAHUN

Rasio Realisasi dan Anggaran
Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014 2015 2016 2017

2018

program
pengembang
an
pemasaran
Pariwisata

1.704.064.000

2.039.787.999

5.326.781.000

22.511.541.000

5.416.316.000

995.428.890

2.039.572.999

4.225.878.200

18.663.395.704

4.989.550.526

58,42 | 99,99 79,33 82,90

92,12

Prorgram
Pengembang
an Destinasi

Pariwisata

2.023.105.000

1.645.604.000

2.490.346.000)

3.599.109.500

3.322.286.000

1.938.751.128

1.631.910.104

1.806.409.200

2.995.227.610

3.039.994.700

95,83| 99,16 72,53 83,22

91,50

Program
Pengembanga
n

Kemitraan

824.900.000

160.000.000]

3.458.466.000

3.852.960.000

3.023.110.000

160.662.000

160.000.000

1.622.214.100

3.407.306.900

2.167.630.225

100,00 [ 46,90 88,43

71,70

Program
pengelola
an
Kekayaan
Budaya

633.750.000

3.277.450.000

588.031.250

3.207.802.936

92,78 | 97,87 - - -

Program
Pengelola
an
Keragama
n
Budaya

488.069.500

1.104.250.000

477.619.500

1.094.927.000

97,85 99,15 - - -
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2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PARIWISATA PROVINSI MALUKU

Pembangunan pariwisata secara general memiliki sasaran dalam mendorong
multisektor, kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong kreativitas warga
kota untuk mandiri, yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam wujud
pengembangan yang berkelanjutan. Pembangunan Pariwisata secara berkelanjutan
harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik dalam setiap
kebijakan maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya menekankan pada 4
(empat) prinsip, sebagai berikut:

a. Secara lingkungan dapat berlanjut/ lestari (enviromentaly sustainable)
Prinsip environmentally sustainable yang menekankan bahwa proses
pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya
untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial
budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

b. Diterima secara sosial & budaya (socially and culturally acceptable)
Prinsip socially and culturally acceptable yang menekankan bahwa proses
pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat
setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan
harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang
dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh
merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.

c. Layak secara ekonomi (economically viable)
Prinsip economically viable yang menekankan bahwa proses pembangunan
harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya,
pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan
manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun
peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

d. Memanfaatkan teknologi yang tepat (technologically appropriate)
Prinsip technologically appropriate yang menekankan bahwa proses

pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
dengan memanfaatkan sebesar-besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi
masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang
berorientasi jangka panjang.

Melihat perkembangan pariwisata yang menjadi salah satu program prioritas
yang digaungkan oleh pemerintah pusat, tentu hal tersebut menjadi tantangan bagi
daerah- daerah tidak terlepas dari Provinsi Maluku untuk dapat dan mampu
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memajukan pariwisata kedepan. Tingkat perkembangan pariwisata yang diindikasikan
dari jumlah kunjungan wisatawan dan variasi jumlah objek daya tarik wisata
memperlihatkan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor potensial bagi
pembangunan Provinsi Maluku.

Pada prosesnya, perkembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku memerlukan dukungan bukan saja dari pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat tetapi juga dukungan penuh dari masyarakat untuk
bersama-sama memajukan pariwisata di Provinsi Maluku.

Berdasarkan nilai-nilai strategis bagi pengembangan pariwisata di Provinsi
Maluku dan capaian Dinas Pariwisata pada periode sebelumnya dikaitkan dengan
kondisi Provinsi Maluku saat ini maka ada tantangan dan peluang yang mempengaruhi
keberhasilan pariwisata di Maluku.

Adapun tantangan pelayanan OPD Pariwisata Provinsi Maluku antara lain:

1. Perlunya dukungan sarana prasarana pendukung pariwisata dengan pelayanan
efektif dan distribusi yang merata. Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan
sehingga sektor pariwisata sangat penting oleh aksesibilitas yang baik bagi
wisatawan untuk meningkatkan konektivitas antar objek daya tarik wisata.

2. Rendahnya perhatian masyarakat lokal terhadap upaya pengembangan wisata
dapat diindikasikan oleh kurangnya kesadaran lingkungan pada destinasi wisata,
lemahnya komunikasi dengan wisatawan mancanegara, dan kurangnya kesadaran
pengelolaan asset wisata sejarah. Hal ini erat kaitannya dengan budaya dan sistem
sosial di dalam masyarakat sehingga diperlukan strategi dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat.

3. Pendampingan yang dilakukan selama ini kurang efektif. Di satu sisi
masyarakat kurang berperan aktif terhadap pendampingan program-program yang
dicanangkan Pemerintah. Di sisi lain kegiatan pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat sebaiknya disertai pendampingan rutin dan berkesinambungan serta
menggunakan metode pengembangan masyarakat yang sesuai dengan
karakteristik masyarakat setempat.

4. Kualitas SDM aparatur Bidang Pariwisata maupun pelaku usaha pariwisata
masih rendah. Oleh karena itu kuaitas SDM aparatur dapat ditingkatkan melalui
pembinaan, studi banding dan penerapan good governance. Sementara dari
kelompok pelaku usaha dapat dilingkatkan kualitasnya melalui pembinaan,
pendampingan maupun sertifikasi pelaku usaha.

5. Rendahnya kualitas/mutu produk pariwisata serta lemahnya promosi dan
branding. Rendahnya kualitas produk wisata dapat diidentifikasi dari aspek
pelayanan destinasi pariwisata dan pengelolaan atraksi. Tantangan pemasaran
pariwisata Maluku seiring dengan perkembangan media sosial adalah perlunya
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sistem informasi yang terintegrasi dalam rangka promosi dan branding. Akan tetapi
hal ini harus diimbangi dengan kualitas produk wisata yang ditawarkan.

Perlunya koordinasi yang baik antar stakeholders yang terkait dengan sektor
kepariwisataan. Koordinasi ini dapat berupa kebijakan, alokasi anggaran, maupun
pembagian peran antar pihak-pihak yang berwenang dan berkaitan.

Lemahnya regulasi kepariwisataan dapat dilihat dari Ranperda pariwisata dan
Perda retribusi pariwisata serta Peraturan Gubernur tentang Standardisasi usaha
hotel yang belum terealisasi.

Sedangkan peluang pelayanan OPD Pariwisata Provinsi Maluku antara lain:

Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan Destinasi Pariwisata
Nasional (DPN) yaitu DPN Ambon - Bandaneira, Kawasan Pengembangan
Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bandaneira dskt., KPPN Ambon dskt.,
KPPN Buru dskt., KPPN Manusela dskt., KPPN Tanimbar dskt., KPPN Kao dskt.
Serta 1 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bandaneira. Hal ini terkait
dengan anggaran pengembangan pariwisata yang tidak hanya menjadi
tanggungjawab Pemerintah Provinsi tetapi juga Pemerintah Pusat

Adanya dukungan-dukungan dari BUMN dan perusahaan nasional dalam hal
industri wisata. Dalam hal jasa transportasi BUMN dan perusahaan perusahaan
seperti Pelni dan Garuda Indonesia telah menyediakan layanan transportasi yang
memudahkan aksesibilitas wisatawan menuju Maluku.

Adanya kerjasama dengan pihak luar negeri dalam kegiatan lomba atau festival
seni budaya. Misalnya lomba kapal layar Darwin-Ambon Yacht Race (DAYR) yang
diselenggarakan dalam rangka memperkokoh hubungan kota kembar (sister city)
antara Kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku dan Kota Darwin, Australia Utara.
Acara tahunan yang telah digelar sejak tahun 1970-an ini merupakan kegiatan bahari
berskala internasional, yang tidak hanya terbuka untuk para "skipper" dari Australia,
tetapi juga Eropa, Amerika dan Asia. Kerjasama dalam hal lain yaitu upaya
mendatangkan kapal pesiar agar meyakinkan dunia internasional.

Potensi atraksi wisata dalam bidang sejarah, budaya, alam dan bahari. Semua
potensi-potensi ini menjanjikan daya tawar yang mahal bagi kemajuan pariwisata
Maluku. Selain itu Maluku terus berkreasi menggelar agenda wisata untuk
meningkatkan angka kunjungan wisatawan.
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BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU

Pembangunan pariwisata harus mampu memberikan kesempatan bagi seluruh
rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian pariwisata mampu memberi andil besar dalam
penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain
potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif
dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang
mempengaruhi keberhasilan tersebut. Kondisi yang dampaknya signifikan perlu
dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau
kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya
peluang secara optimal.

Adapun hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku secara lebih detail dan lengkap disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
Dinas Pariwisata Provinsi Maluku

FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
CAPAIAN/ STANDARD ECSTERNAL PERMASALA
ASPEK KONDISI YANG INTERNAL Ol LUAR HAN
KAJIAN SAAT INI DIGUNAKAN ( PELAYANAN
(KEWENANGAN KEWENANGAN OPD
OPD) OPD)
1. Perum| 100% 100% Daya dukung Supporting sector | Peningkatan
usan program OPD dari unsur koordinasi
di bidang Pentahelix( dan hubungan
pariwisata asosiasi kerjasama
sesuai masyarakat usaha| antar OPD
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FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI

CAPAIAN/ STANDARD STERNAL PERMASALA
ASPEK KONDIS| YANG INTERNAL oI LUAR HAN
KAJIAN SAAT INI DIGUNAKAN ( PELAYANAN
(KEWENANGAN KEWENANGAN OPD
OPD) OPD)
Rencana dan profesi, LSM, | dan
Strategis dan stakeholder stakeholders
Daerah lainnya) yang terkait.
/RPIJMD
2. Perumy 70% 80% Daya dukung Dukungan pihak Perlunya
san kebijakan OPD swasta, asosiasi peningkatan
teknis masyarakat koordinasi
di bidang usaha, asosiasi dan
pariwisata, masyarakat hubungan
dalam hal : profesi, LSM, dan | kerjasama
o produk / stakeholder antar OPD
usaha jasa lainnya dan
pariwisata stakeholde_rs
N pemas yang terkait.
aran pariwisata
. PPP
3. Pemb 50% 80% e Sistem ¢ Kapasitas dan ¢ Perlunya
erian Informasi respon pelaku peningkatan
perizinan dan pelayanan usaha/industri kapasitas
pelaksanaan izin jasa pariwisata pengendalian
pelayanan e Kapasitas terhadap e Perlu
umum di dukungan pengendalian peningkatan
bidang OPD e Dukungan dukungan dan
pariwisata PTSP kemudahan
berdasarkan pelayanan sertifikasi
Peraturan perizinan e Perlu
Perundang- e Dukungan dukungan
undangan Kemenpar sistem
(mis. informasi
Sertifikasi, dlf) perizinan dan
pelayanan
umum yang
memadai
4. Pembinaan 50% 80% e Motivasi ¢ Respon e Perlu
teknis di OPD masyarakat dan | peningkatan
bidang o Kapasitas pelaku kapasitas
pariwisata SDM OPD usaha/industri SDM dan
terkait Tata jasa pariwisata pelaku
Kelola e Dukungan usaha/
Destinasi stakeholders industri jasa
dan terkait lainnya pariwisata
Industri e Perlu
Pariwisata peningkatan
keterlibatan
pelaku
usaha/
industri jasa
pariwisata
5. Pembinaan 50% 80% Daya dukung e Kebutuhan Perlu
kelompok lembaga dunia usaha peningkatan
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FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
CAPAIAN/ STANDARD E STERNAL PERMASALA
ASPEK KONDIS| YANG INTERNAL oI LUAR HAN
KAJIAN SAAT INI DIGUNAKAN ( PELAYANAN
(KEWENANGAN KEWENANGAN OPD
OPD) OPD)
jabatan pelatihan pada dan industri jasa | kapasitas
fungsional OPD pariwisata SDM
¢ Dukungan kelompok
Kemenpar jabatan
fungsional
6.Pelaksanaan 60% 80% e Dukungan ¢ Kebijakan ¢ Profesiona
Ketatausahaan sarana e Budaya lisme dan
prasarana masyarakat kapasitas
e Sistem OPD
kepegawaian ¢ Peningkat
e Kapasitas an
OPD kapasitas
penyusuna
n LAKIP
7. Penyusuna 90% 100% e Sistem e Dukungan OPD | Peningkatan
n data Informasi dan stakeholder | sistem
potensi dan akses terkait informasi
bidang e Kapasitas e Dukungan dan validitas
pariwisata dukungan masyarakat data &
OPD kondisi
eksisting
8. Penyeleng 60% 80% e Kapasitas Kapasitas dan ¢ Peningkat
ga- raan dukungan dukungan unsur an sistem
pembinaan OPD Pentahelix khusus|  informasi
dan * Sistem masyarakat dan dan
fasilitasi informasi Swasta manajeme
masyaraka dan n OPD
t di bidang manajemen e Perbaikan
pariwisata dan
kapasitasi
peran
serta
komunitas/
masyaraka
t
9. Penyusunan 60% 80% e Kapasitas Kapasitas dan e Peningkatan
saran dan dukungan dukungan sistem
bahan OPD masyarakat informasi dan
rekomendas e Sistem manajemen
penyelesaia informasi OPD
n dan dan ¢ Peningkatan
fasilitasi manajemen hubungan
masalah kerjasama
bidang dan
pariwisata koordinasi
dengan
masyarakat
serta pelaku
usaha/industi
i jasa
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FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
CAPAIAN/ STANDARD EKSTERNAL PERMASALA
ASPEK % J\nis) | YANG INTERNAL S LUAR HAN
KAJIAN SAAT INI DIGUNAKAN ( PELAYANAN
(KEWENANGAN KEWENANGAN OPD
OPD) OPD)
pariwisata
10. Pelapo| 100% 100% e Akuntabilitas | ¢Budaya e Percepatan
ran dan OPD birokrasi reformasi
pertang- gung ¢ Kinerja OPD | e Regulasi/kebijak birokrasi
jawaban dalam good an berlaku e Perbaikan
pelaksanaan governance e Dukungan dan kinerja (good
tupoksi e Tupoksi monitoring governance)
berbasis Kemenpar ¢ Peningkatan
kinerja perbaikan
pelaksanaan
LAKIP

Sumber : Hasil Analisis, 2019

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
MALUKU

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap-IV Provinsi Maluku Tahun 2019 -
2024, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada
penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi di seluruh wilayah yang bertumpu pada
potensi sumberdaya kepulauan, serta mampu bersaing dalam percaturan global.

Sejalan dengan hal tersebut, visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode
2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024, sebagai berikut :

VISI MALUKU TAHUN 2019 - 2024 :

“MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI,
TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN
KEPULAUAN”

Dalam rumusan visi ini terdapat penguatan pada tiga pokok Visi yakni Maluku
Yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani ; Terjamin dalam Kesejahteraan dan
Berdaulat atas Gugusan Kepulauan. Penjelasan masing-masing visi adalah sebagai
berikut :

1. Maluku yang terkelola secarajujur, bersih dan melayani, mengandung makna :

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat
dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.
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2. Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna:

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta
seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk
menjamin peningkatan kesejahteraan masayarakat dan memperkecil kesenjangan
sosial dan ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku.

3. Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna :

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku,
dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku.

Untuk Mewujudkan visi pembangunan Maluku tahun 2019-2024 tersebut, maka Misi
pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa
aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik,
akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid,
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola
penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh
wilayah Maluku, demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka
ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara
merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan
dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan
dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku
yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh
masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan
daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta
memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi
bencana.

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau,
dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan
infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara
berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung
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antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai
memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan
senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang
positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan
memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka
ragam.

. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta
mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan
prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap
memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk
kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun
ditinggalkan (No one leftbehind).

Setelah mengidentifikasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku
terpilih, maka Dinas Pariwisata Provinsi Maluku akan mendukung pelaksanaan misi
tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan
pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan
Wakil Gubernur Maluku tersebut sebagaimana dalam Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI:
“MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI,
TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN
KEPULAUAN”
MISI DAN FAKTOR - FAKTOR
PROGRAM
NO.| GUBERNUR | PERMASALAHAN
DAN WAKIL | PELAYANANOPD | peNGHAMBAT PENDORONG
GUBERNUR
MALUKU
1. | Misi5: a.Akuntabilitas dan |a. Partisipasi a. Adanya kebijakan
) kinerja OPD masyarakat masih dan anggaran
Meningkatkan | masih lemah. lemah. Kemenpar
suasana b.Regulasi b. Regulasi mengenai
kondusif untuk | berkaitan dengan terintegrasi  yang
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VISI:

“MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI,
TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN

KEPULAUAN”
MISI DAN FAKTOR — FAKTOR
PROGRAM
No. | GUBERNUR | PERMASALAHAN
DAN WAKIL | PELAYANANOPD | peNGHAMBAT PENDORONG
GUBERNUR
MALUKU
investasi, kondisi kondusif berhubungan penetapan DPN
budaya dan | investasi belum dengan kondisi (Destinasi
pariwisata ada kondusif investasi Pariwisata
Sr— c. Belum ada masih . kurang Nasional) dan
1 IE\J/I | k. penerapan (untuk Wisman dan KSPN (Kawasan
- Maluku pajak/retribusi Usaha Jasa Strategis
Sejahtera dalam mayoritas Wisata) Pariwisata
(Gerakan objek daya tarik  |c. Kerjasama  antar Nasional
Ekonim' wisata unsur  Pentahelix asional)
brestl : dalam mendukung Keragaman jenis
erhasss suasana  kondusit atraksi pariwisata
potesi lokal investasi  bidang di M aIuIF:u
wilayah) pariwisata  masih
> Bud lemah. . Trend
. Budaya d. Manajemen
erkembangan
Anak Neger Destinasi ~ masih 'E)eknologi J
(Festival perlu  ditingkatkan : ,
Budava informasi dan
Y supaya dapat K iKasi
Tahunan) bersaing  dengan omunikasi,

Provinsi lainnya

termasuk sosial
media dalam
rangka promosi

Pangsa pasar
wisatawan
nusantara dan
wisatawan
mancanegara
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3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PARIWISATA

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah
melakukan analisis keterkaitan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan
pariwisata oleh Kementerian Pariwisata berdasarkan Rancangan Teknokrat RPJMN
Tahun 2020-2024 sehingga diharapkan ada keterpaduan dalam pembangunan

pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan pariwisata pada lima tahun mendatang.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi berdasarkan Sasaran Kementerian Pariwisata
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

SASARAN JANGKA SEBAGAI FAKTOR
NO MENENGAH PERMASALAHAN
KEMENTERIAN PELAYANAN OPD | PENGHAMBAT | PENDORONG
PARIWISATA
1. | Peningkatan Nilai Tambah, | a.Belum sinkronnya a. Belum a. Mempunyai
Lapangan Kerja dan beberapa indikator berkembangnya ragam budaya
Investasi di sektor riil dan kinerja OPD dengan budaya dan kearifan
industrialisasi indikator kinerja kemitraan lokal yang
Kemenpar (public private menjadi
2. | Optimalisasi pusat-pusat b.Perlu peningkatan partnership) potensi
pertumbuhan wilayah (KEK, kemitraan dengan antar lembaga pengembang-
Kl, KPBPB, Destinasi swasta dalam rangka pariwisata dan an atraksi
Wisata dan kawasan penciptaan iklim ekonomi kreatf pariwisata
lainnya investasi pariwisata . Masih yang dinamis
yang kondusif rendahnya b. Memiliki
c. Belum optimalnya kepedulian dan bentang alam
pemeliharaan, partispasi dan potensi
pengelolaan, dan komunitas bawah laut
pemanfaatan objek masyarakat yang bernilai
daya tarik wisata. . Belum wisata
d.Belum ada kontribusi sinkronnya c. Isu dan
optimal kegiatan kebijakan pusat- | permasalah-
pariwisata terhadap daerah provinsi an kepariwi-
ekonomi wilayah (PAD dan daerah sataan
dan tenaga kerja) kabupaten menjadi isu
e. Kapasitas dan jenis dalam global yang
layanan dalam pengembangan menjadi
sertifikasi SDM kurang destnasi perhatian
memadai pariwisata lintas negara
f. Belum terwujud . Sistem sosial dan
pelaksanaan reformasi masyarakat mancanega-
birokrasi masih mengacu ra
g. Belum mantapnya pada norma d. Revolusi
sistem informasi dan setempat dalam teknologi dan
manajemen hal kepemimpin-| informasi
pengembangan SDM an antar dalam akses
pariwisata kampong/ negeri| pariwisata
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3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Menurut Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku Tahun 2014 (Perpres No. 77
Tahun 2014 tentang RTR Kepulauan Maluku), penataan ruang Kepulauan Maluku
bertujuan untuk mewujudkan: lumbung ikan nasional yang berkelanjutan; pusat
pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas
bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan
memperhatikan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pusat konservasi
keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang
(Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% dari luas daratan
Kepulauan Maluku; sistem jaringan prasarana yang handal berbasis gugus pulau, serta
kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional
yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau.

Kebijakan yang dirumuskan untuk mewujudkan tujuan yang mengarah ke
bidang pariwisata, yaitu pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata
budaya, dan wisata bahari adalah sebagai berikut.

a. Mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan untuk pariwisata berbasis
ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari pada kawasan konservasi;
b. Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata
budaya, dan wisata bahari;
c. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan
pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari; dan
d. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan
keterkaitan antarkawasan peruntukan pariwisata serta kawasan peruntukan
pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional.
Sedangkan identifikasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Tahun
2013-2033, tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku adalah mewujudkan ruang
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; meningkatkan perekonomian
wilayah dan mengurangi ketimpangan antar bagian wilayah melalui optimasi
pemanfaatan sumber daya, pencegahan fungsi dan tatanan lingkungan hidup,
pencegahan bencana alam dan mengembangkan sistem keterkaitan serta
mengembangkan wilayah Provinsi Maluku dengan memanfaatkan potensi dan peluang
wilayah, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan aspek ekonomi, sosial,
politik dan hankam.

Kawasan Andalan di Provinsi Maluku menentapkan kawasan dengan sektor
unggulan pariwisata yaitu Kawasan Seram untuk wisata bahari dan wisata alam,
Kawasan Buru untuk wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah, Kawasan Andalan
Laut Banda dan Sekitarnya untuk wisata sejarah, wisata bahari, wisata alam dan
wisata budaya, serta Kawasan Andalan Laut Arafuru dan Sekitarnya untuk wisata
bahari, wisata alam dan wisata budaya.
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Adapun rencana pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi
Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten
Maluku Tenggara dan Kabupaten Buru antara lain:

1. Aktivitas yang diperbolehkan: kunjungan/pelancongan, olahraga dan rekreasi,
pertunjukkan dan hiburan, komersial, penginapan, penjagaan serta pengawasan dan
pengelolaan kawasan.

2. Jenis bangunan yang diperbolehkan: gardu pemandangan, restoran dan fasilitas
penunjang lainnya, fasilitas rekreasi dan olahraga, tempat pertunjukkan, pasar dan
pertokoan, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola, pusat
informasi dan bangunan lain yang mendukung pengembangan kepariwisataan.

3. Kegiatan yang dilarang: vandalisme, tindakan yang mengurangi nilai objek
pariwisata dan mencemari lingkungan

Untuk kawasan wisata bahari diperuntukkan bagi kawasan yang secara teknis
dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata bahari, serta tidak mengganggu kelestarian
budaya, keindahan alam dan lingkungan. Kawasan yang apabila digunakan untuk
kegiatan pariwisata bahari secara ruang dapat memberikan manfaat vyaitu
meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi; meningkatkan perkembangan
pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan pendapatan wilayah dan
daerah; meningkatkan kesempatan kerja; melestarikan budaya; dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan pengaruh recana tata ruang terhadap
kebutuhan pelayanan OPD Pariwisata Provinsi Maluku.

A. Telaah Rencana Struktur Ruang Wilayah
Sesuai arahan RTRW Provinsi Maluku dalam struktur ruang provinsi terbagi
menjadi 12 gugus pulau yaitu:

Gugus Pulau I, Pulau Buru;

Gugus pulau Il, Seram Barat;

Gugus Pulau Ill, Seram Utara;

Gugus Pulau IV, Seram Timur;

Gugus Pulau V, Seram Selatan;

Gugus Pulau VI, Kepulauan Banda dan Teon Nila Serua;
Gugus Pulau VII, Ambon dan PP Lease;

Gugus Pulau VIII, Kepulauan Kei;

Gugus Pulau IX, Kepulauan Aru;

10 Gugus pulau X, Pulau Tanimbar;

11 Gugus Pulau XI, Kepulauan Babar;

12 Gugus Pulau XII, Kepulauan PP Terselatan dan Wetar.

©O© 00N O WN P

Tabel 3.4. Rencana Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku
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JARINGAN | SISTEMIARINGAN | ) L lell
NO. | KABUPATEN/KOTA TRANSPORTASI TEL|E|§C5)|'\(/;L|<|NAI|_KASI SUMBER DAYA
NASIONAL AIR
1. | Maluku Tengah - Jaringan Jalan - Jaringan Terestrial | WS Strategis
Nasional Arteri - Jaringan Satelit Pulau Ambon-
Primer Seram
- Jaringan Jalan
Strategis
Nasional
2. | Maluku Tenggara - Jaringan Jalan - Jaringan Terestrial | WS Strategis
Nasional Arteri - Jaringan Satelit Nasional
Primer Kepulauan Kei-
- Jaringan Jalan Aru
Strategis
Nasional
3. | Maluku Tenggara - Jaringan Jalan - Jaringan Terestrial | WS Strategis
Barat Nasional Arteri - Jaringan Satelit Nasional
Primer Yamdena-Wetar
- Jaringan Jalan
Strategis
Nasional
- Pelabuhan
Nasional
- Bandar Udara
Tersier
4. | Buru - Jaringan Jalan - Jaringan Terestrial | WS Strategi
Nasional Arteri - Jaringan Satelit Nasional Pulau
Primer Buru
- Jaringan Jalan
Strategis
Nasional
5. | Seram Bagian Timur | - Jaringan Jalan - Jaringan Terestrial | WS Strategis
Nasional Arteri - Jaringan Satelit Nasional Pulau
Primer Ambon-Seram
- Jaringan Jalan
Strategis
Nasional
6. | Seram Bagian Barat | - Jaringan Jalan - Jaringan Terestrial | WS Strategis
Nasional Arteri - Jaringan Satelit Nasional Pulau
Primer Ambon-Seram
- Jaringan Jalan
Strategis
Nasional
7. | Kepulauan Aru - Jaringan Jalan - Jaringan Terestrial | WS Strategis
Nasional Arteri - Jaringan Satelit Nasional
Primer Kepulauan Kei-
- Jaringan Jalan Aru
Strategis
Nasional
8. | Maluku Barat Daya - Jaringan Jalan - Jaringan Terestrial | WS Strategis

Nasional Arteri
Primer

- Jaringan Jalan
Strategis
Nasional

- Jaringan Satelit

Nasional
Kepulauan
Yamdena-Wetar
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NO.

KABUPATEN/KOTA

SISTEM
JARINGAN
TRANSPORTASI
NASIONAL

SISTEM JARINGAN
TELEKOMUNIKASI
NASIONAL

SISTEM
JARINGAN
SUMBER DAYA
AIR

Buru Selatan

- Jaringan Jalan
Nasional Arteri
Primer

- Jaringan Jalan
Strategis
Nasional

- Jaringan Terestrial
- Jaringan Satelit

WS Strategis
Nasional Pulau
Buru

10.

Ambon

- Jaringan Jalan
Nasional Arteri
Primer

- Jaringan Jalan
Kolektor Primer

- Jaringan Jalan
Strategis
Nasional

- Pelabuhan
Internasional

- Bandar Udara
Tersier

- Jaringan Terestrial
- Jaringan Satelit

WS Strategis
Nasional Pulau
Ambon-Seram

11.

Tual

- Jaringan Jalan
Nasional Arteri
Primer

- Jaringan Jalan
Strategis
Nasional

Jaringan Terestrial
Jaringan Satelit

WS Strategis
Nasional
Kepulauan Kei-
Aru

Sumber : RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan
kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi,
energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
Sebagai upaya mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional, Provinsi Maluku
mengemban peran sebagai Provinsi Kepulauan dan Lumbung Ikan Nasional didukung
oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan
jalan strategis nasional dan jaringan jalan kolektor primer. Dua jaringan transportasi di
Provinsi Maluku juga didukung oleh jaringan transportasi laut, pengembangan jaringan
telekomunikasi berupa jaringan terestrial dan jaringan satelit serta peningkatan kualitas
jaringan sumber daya air melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari Satuan
Wilayah Sungai (SWS) yang merupakan WS strategis nasional di Maluku.

Adapun telaah rencana struktur ruang wilayah terhadap kebutuhan pelayanan
OPD Pariwisata Provinsi Maluku disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku
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RENCANA

STRUKTUR

PENGARUH RENCANA

ARAHAN LOKASI

NO. STRUKTUR RUANG SAAT KTIESUH'I"AUDHA,\APN PENGEMBANGAN
RUANG INI PELAYANAN OPD PELAYANAN OPD
1. | Pengembangan | Kondisi jalan 1.Dukungan OPD 12 gugus pulau
dan umumnya terhadap kebijakan
pemantapan sudah berupa pemerataan
jaringan jalan perkerasan, pembangunan wilayah
menghubungkan | namun masih melalui pengembangan
antar wilayah di | perlu prasarana dan sarana
pulau-pulau pengembangan transportasi untuk
dan perbaikan menlng_katkan
. keterkaitan
jalan yang antarkawasan
rusak peruntukan pariwisata
2. | Pengembangan | Pelabuhan serta kawasan . 12 gugus pulau
dan melayani peruntukan pariwisata
pemantapan pelayaran dengan kawasan
perkotaan nasional
pelabuhan I;apa: ferry,t .Perlunya koordinasi dan
apal cepat, i
a. .Pelabuh.an dan perahu gegjgﬁgm?,;?;[) dengan Ambon
internasional | 4 gisional membidangi dalam hal
b. Pelabuhan graalam ha Namroe, Namlea,
Nasional (kapal motor). arahan _k_ebuakan Leksula. Pir
Pelabuhan juga | aksesibilitas dan & '
disinggahi amenitas pariwisata Wahai, Geser,
kapal pesiar untuk pengadaan Gorom, Amahali,
wisatawan luar | destinasi pariwisata Banda, Tulehu,
negeri yang optimal Dobo, S.aumlakl, .
3.Perlunya peningkatan Tepa, Kisar, llwaki,
fungsi promosi wisata Hila/Romang, Tual
OPD pada pusat-pusat
c. Pelabuhan kgiatan wilayah seperti | 12 gugus pulau
Regional pelabuhan, dermaga,
3. Bandara yang dan lain-lain. Ambon
ada melayani
Pemantapan
penerbangan
bandara
umum dan
perintis
4. | Konservasi Sumber daya P. Buru, P. Ambon,
sumber daya air | air berupa P. Seram, Kep.
mata air dan Kei, Kep. Aru, Kep.
tampungan air Yamdena, P.
hujan Wetar
5. | Pengembangan | Kebutuhan 12 gugus pulau
jaringan listrik sebagian
transmisi tenaga | besar dilayani
listrik dan oleh PLN,
pembangkit tetapi masih
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RENCANA STRUKTUR PENG?;##ARD?\;CANA ARAHAN LOKASI
NO. STRUKTUR RUANG SAAT KEBUTUHAN PENGEMBANGAN
RUANG INI PELAYANAN OPD PELAYANAN OPD
listrik sumber ada yang
energi lain swadaya
(genset dan
solar cell)

Sumber: Hasil Analisis, 2019

B. Telaah Rencana Pola Ruang Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata provinsi adalah kawasan wisata yang merupakan
keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala provinsi.
Dalam konteks pembangunan kepariwisataan provinsi, kawasan pariwisata terdiri dari:
1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, dan 2) Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi.

Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) adalah suatu ruang
pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan
komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata
tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan
tersebut. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi merupakan arahan
pembangunan kawasan pariwisata yang menurut hasil analisis dapat menjadi andalan
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan
kepariwisataan daerabh.

Adapun Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) merupakan arahan
pengembangan kawasan pariwisata yang dianggap strategis untuk menjawab isu-isu
strategis pembangunan wilayah dan atau pembangunan kepariwisataan. Secara umum
setiap kawasan wisata terpilih menurut skala provinsi yang berada di Provinsi Maluku
merupakan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP). Untuk selanjutnya
perlu diseleksi kembali kawasan-kawasan tersebut untuk ditetapkan sebagai Kawasan
Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap
pembangungan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku secara keseluruhan.

Dalam menentukan prioritas KPPP untuk ditetapkan menjadi KSPP dilakukan
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, bahwa kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang
memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan
pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya
dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 10).

Rencana destinasi pariwisata merupakan arahan pembangunan destinasi
pariwisata dalam sistem perwilayahan pariwisata. Kawasan destinasi pariwisata
provinsi adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat kawasan daya tarik
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wisata yang memiliki kesesuaian tema skala provinsi (berdaya saing nasional) dan
telah ditetapkan merupakan kewenangan provinsi.

Rencana kawasan destinasi pariwisata provinsi terdiri dari: 1) delineasi
wilayah destinasi pariwisata provinsi; dan 2) kawasan pengembangan pariwisata
provinsi dan kawasan strategis pariwisata provinsi di dalamnya.

Sama halnya dengan penentuan struktur perwilayahan pariwisata, kajian
penetapan kawasan destinasi pariwisata dilakukan dengan memperhatikan potensi
daya tarik wisata yang ada di dalamnya menurut skala provinsi. Potensi daya tarik
wisata Provinsi Maluku secara umum terdiri dari daya tarik wisata alam,
sejarah/budaya, dan buatan yang menurut skala provinsi dapat didekati melalui
rencana perwilayahan pada dokumen tata ruang wilayah yang telah ditetapkan
sebelumnya. Kajian alokasi ruang perwilayahan untuk kawasan destinasi pariwisata
Provinsi Maluku ini dilakukan dengan membandingkan rencana alokasi ruang
perwilayahan yang sudah ada, khususnya terkait dengan sistem pola ruang dan atau
kawasan/zonasi wilayah yang tertuang di dalam RIPPAR Nasional, RTRW Nasional,
RTR Kepulauan Maluku, RTR Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, dan RTRW
Provinsi Maluku serta RZWP3K Provinsi Maluku.

Langkah berikutnya adalah menyusun keterpaduan antara rencana
perwilayahan kepariwisataan dengan kebijakan wilayah yang berpotensi menjadi
kawasan pariwisata dan kemudian dikoneksikan dengan konsep gugus pulau yang
secara umum telah menjadi unit wilayah dalam setiap perencanaan wilayah di Provinsi
Maluku. Tabel perbandingan alokasi ruang perwilayahan antar berbagai kebijakan
disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 3.6. Matriks Pola Alokasi Ruang Menurut Kebijakan Perwilayahan di Provinsi Maluku

NO GUGUS PULAU KAB/KOTA RIPPARNAS RTRW Nasionanl RTR Kep. Maluku RTRW PROMAL
(KPPN) KLN KAN KSN KAL KAD KL KK KAP
1. GP. I. Pulau Buru Buru Buru CA. Masarete Kaw. Kaw, CB. P. Buru - Kaw. P.
Buru Buru Buru
Buru Selatan - -
2. GP. Il. Seram Barat SBB - SM. P. Kassa Kaw. SM. Pulau - Kaw.
Seram Kassa Seram
CA. Gn Barat
Sahuwai
Kawasan KAPET -
CA. Tjg Sial Seram Seram
3. GP. Ill. Seram Utara Maluku Tengah Manusela TN. Manusela - - - Kaw.Seram
Utara
4. GP. IV. Seram Timur SBT - - - - - Kaw.Seram
Timur
5. GP. V. Seram Selatan Maluku Tengah Manusela TN. Manusela - - - Kaw. Seram
Selatan
6. GP. VI. Kep. Banda dan Maluku Tengah Bandaneira - Kaw. Lat Kaw. Laut Kaw. Laut - CB. P. Naira - Kaw, Kep.
P. Teon, P. Nila dan Banda Banda Banda Banda &
P.Serua SM.P.Manuk TNS
7. GP. VII. Pulau Ambon Kota Ambon - - - - - CB.P. G. Nona | Kaw. Pulau
dan PP. Lease Ambon Ambon dan
DPN Ambon Wakal Kep.
Lucipara
Maluku Tengah SM.Pulau - - - - SM. P. p.
Pombo Pombo Saparua
CB.Haruku
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CB. P.
Saparua
8. GP. VIII. Kepulauan Kei Kota Tual Kei - Kaw. - SA. P. -
Kep. Kei Penyu
Kaw. Kep.
Maluku CA.P. Masbait - Kei
Tenggara
CA. Daab - -
CA. Bekau
Hunun
Kawasan
9. GP. IX. Kepulauan Aru Kepulauan Aru - SM.P. Baun Kaw.Laut - Kaw. Laut . SM.P. Baun Kaw. Kepl
Kei — Aru
Arafura Arafura Aru
SM.P. Kobroor - SM.P. -
. Kobroor
Tanimbar
10. | GP. X. Kepulauan MTB Tanimbar SM. Tanimbar Kaw. Kawasan dan SM. Kaw. Kep.
: Wetar . ;
Tanimbar Perbatasan Tanimbar Tanimbar
CA.P. Tanimbar Laut - Saumlaki
Nusataram Indonesia
CA.P. Larat
CA. P.
Tafermaar
11 | GP. XI. Kepulauan Babar, MBD - - - - - P. Moa Kaw. Kep,
Leti, Moa dan Lakor dan P. Babar
Lakor
12 | GP. XIl. Pulau-Pulau MBD - - Kaw. - Kaw. PP.
Terselatan dan P. Wetar Wetar Terselatan
i & P. Wetar

Sumber : Hasil Analisis, 2019
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Adapun telaah rencana pola ruang wilayah terhadap kebutuhan pelayanan
OPD Pariwisata Provinsi Maluku disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7 Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Provinsi Maluku

RENCANA STRUKTUR PENGARUH RENCANA ARAHAN LOKASI
NO. STRUKTUR RUANG SAAT TERHADAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN
RUANG INI PELAYANAN OPD PELAYANAN OPD

1. | Rehabilitasi, Kawasan yang Dukungan OPD terhadap Wilayah yang

pemantapan ditetapkan rencana peruntukan pariwisata | ditetapkan sebagai

fungsi, dan sebagai fungsi berupa wisata alam, wisata kawasan lindung

pengembangan | lindung bahari, wisata sejarah, dan nasional dan

pengelolaan umumnya juga wisata budaya dengan provinsi

kawasan menjadi pendekatan kewilayahan,

lindung destinasi pengembaqgan pr_oduk wisata,

nasional dan pariwisata pasar, danllndustrl yang

- terintegrasi dalam suatu

provinsi kesatuan sistem wilayah
2. | Mitigasi Jenis ancaman Dukungan OPD terhadap 12 gugus pulau

bencana dan bencana pengembangan kawasan

pengelolaan potensial berupa ande}lar) dan kawasan strgtegls

dampak abrasi provinsi da_lam se_kt_or par_|W|sata

bencana gelomi)ang Pengendalian aktivitas wisata

yang bersinggungan dengan
pasang, dar! perlindungan kawasan suaka
gempa bumi alam dan pelestarian alam

3. | Rehabilitasi Kawasan wisata Kebuaka}n pengembangan 12 gugus pulau

dan yang ada sesuai ekonomi wilayah yang mampu

S menyerap tenaga kerja lokal

pengembangan poltenS|_ wilayah secara optimal dan

kawasan yaitu wisata menghasilkan PAD atau

andalan alam, wisata kontribusi PDRB.

pariwisata bahari, wisata

sejarah, dan
wisata budaya

Sumber: Hasil Analisis,

3.5.

tahun 2020 (BAPEDA Maluku, 2007).

2019

TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan tinjauan geografis dan bentang alam, Provinsi Maluku merupakan
wilayah kepualauan dan wilayahnya banyak berupa perairan. Dominasi wilayah
perairan di provinsi ini mendorong pemerintah baik daerah maupun pusat untuk
mengutamakan kebijakan berbasis pendekatan pesisir dan pulau-pulau kecil di
Provinsi Maluku. Salah satu program utama yang menjadi prioritas pemerintah adalah
komitmen pemerintah Provinsi Maluku untuk berkontribusi sebesar 1 juta Ha Kawasan
Konservasi Perairan (KKP) terhadap pencapaian nasional sebesar 20 juta hektar di

Kawasan Konservasi

Perairan (KKP) berfungsi

untuk melindungi

dan

memelihara stok ikan baik di habitat-habitat penting sehingga dapat meningkatkan
produktivitas perikanan secara keseluruhan (WWF-International, 1996). Selain itu, KKP
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juga berfungsi dalam melindungi habitat kritis dan keanekaragaman hayati laut, dan
memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk masyarakat melalui pariwisata,
transportasi, perikanan, dan lain-lain (Kelleher, 1999).

Melihat pentingnya jejaring KKP, pemerintah Indonesia melalui PERMENKP
No.13/PERMEN-KP/2014 menetapkan peraturan terkait jejaring KKP. Dalam aturan
tersebut jejaring KKP didefinisikan sebagai kerjasama pengelolaan dua atau lebih KKP
secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik. Hingga Desember 2015 di Provinsi
Maluku telah terbentuk tujuh KKP dengan luas total 292.733 hektar, atau baru
mencapai 29% dari target pemerintah provinsi. KKP di Provinsi Maluku yang berada di
bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Tabel 3.8 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Provinsi Maluku

LOKASI JENIS KAWASAN LUAS LEMBAGA STATUS
KONSERVASI (Ha) PENGELOLA PENCADANGAN
Kabupaten Kawasan 2.500 | BKKPN Pencadangan Kawasan
Maluku Konservasi Kupang Berdasarkan KepMen
Tengah Perairan Nasional No0.69 Tahun 2009
(KKPN)
Kabupaten Kawasan BKKPN Kep MenKP No.
Kepulauan Konservasi Kupang 63/Men/2009. Tgl 3
Aru Perairan Nasional September 2009
(KKPN)
Kabupaten | Pesisir Kawasan 150.000 | DKP Kab. Pencadangan Kawasan
Maluku Pulau Konservasi Pesisir Maluku Berdasarkan SK Bupati
Tenggara | KeiKecil | dan Pulau-Pulau Tenggara No0.162 Tahun 2012
Bagian Kecil (KKP3K)
Barat
Kabupaten | Perairan | Kawasan 8.816,80 | DKP Kab. SK Bupati Kabupaten
Seram Pulau Konservasi Seram Seram Bagian Timur
Bagian Koon, Perairan Daerah Bagian Timur | (SBT)
Timur Gorom, | (KKPD) No0.523/189/kep/2011
Nukus, Tanggal 01 Agustus
Neiden 2011 tentang
Pencadangan Kawasan
Konservasi Perairan
Pulau Koon dan Pulau
Neiden
Kabupaten | Pulau Taman Wisata 11.000 | BKSDA SK Menteri Hutbun No.
Maluku Marsegu | Alam Laut (TWAL) Maluku 114/Kpts-11/1999; Tgl.
Tengah 5-03-1999
Kabupaten | Pulau Taman Wisata 1.100 | BKSDA SK Menteri Pertanian
Maluku Kassa Alam Laut (TWAL) Maluku No.
Tengah 653/Kpts/Um/10/1978;
Tgl. 25-10-1978
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LOKASI JENIS KAWASAN LUAS LEMBAGA STATUS
KONSERVASI (Ha) PENGELOLA PENCADANGAN

Kabupaten | Pulau Taman Wisata 998 | BKSDA SK Menteri Kehutanan

Maluku Pombo Alam Laut (TWAL) Maluku No. 392/Kpts-V1/1996;

Tengah Tgl 30-07-1996

Kabupaten | Laut Taman Wisata 2.500 SK Menteri Pertanian

Maluku Banda Perairan (TWP) No. 221/Kpts/Um/1997

Tengah tanggal 25 April 1977
dan SK Menteri
Kelautan dan Perikanan
RI No.
KEP.69/MEN/2009

Kabupaten | Pulau 47.968,74 Usulan

Maluku Ay-Rhun

Tengah

Sumber: KKHL-KKP, DKP Provinsi Maluku, WWF Indonesia, CTC

*
PETA STATUS EKKP3K" DI WILAYAH PROVINSI MALUKU
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4. Taman Laut Bands Inisiasi m Pengelolaan Minimal
5. Kabupaten Seram Bagian TiMUr | « gy e Kawasan Konservas Perairan dan Pulau-Puls Kecll
6. Kabupaten Maluku Tenggara BUmber
7. Kep.Aru Tenggara Sub Dredtorat Kawasan Kenservasi Direstorat Korservasi dan Keanekaragaman Hayas Laut
Kerrsodrian Kelautan dan Perikanan. 2015,
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Gambar 3.1. Peta Status Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Maluku

Sumber: Kajian WWF-Indonesia, Januari 2016

Dalam hal ini selain dialokasikan sebagai kawasan konservasi, kawasan

tersebut juga dipandang sebagai aset bagi daya tarik wisata khususnya daya tarik
wisata bahari. Hal ini dianggap sebagai ancaman yang perlu ditanggapi secara serius
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dalam lingkup pariwisata. Perkembangan destinasi wisata sebaiknya mengacu pada
prinsip ekowisata dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat tentang sadar wisata
yang bersifat konservatif. Hal ini juga berpengaruh pada transportasi wisata dan usaha
pariwisata yang sebaiknya tidak menghasilkan limbah dan merusak ekosistem yang
ada. Untuk itu OPD Dinas Pariwisata Provinsi Maluku perlu mencanangkan
pemberdayaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pariwisata dan komunitas
masyarakat.

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan pariwisata (zona pemanfaatan) di
area KKP yang tidak diperbolehkan di zona inti dan diperbolehkan dengan izin di zona
perikanan yaitu:

a. Pembangunan infrastruktur wisata, home stay, dan sarana penginapan lainnya

b. Pembangunan infrastruktur wisata (resor permanen), rumah adat, dan kantor

c. Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise),
kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck)

d. Tambatan perahu

e. Rekreasi pantai, wisata menyelam, snorkeling, jet ski, kayaking/dayung, surfing, kite
surfing, mancing, perahu kaca (glass boat), perahu wisata, melihat burung, tracking,
dan wisata budaya

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis tentang kepariwisataan dirumuskan berdasarkan identifikasi
gambaran pelayanan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Maluku; visi, misi, dan program
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, sasaran Kementerian Pariwisata, implikasi
RTRW bagi pelayanan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, dan telaah kajian
KLHS. Selanjutnya, sebelum menentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani oleh
Dinas Pariwisata Provinsi Maluku pada periode lima tahun mendatang (2014-2019).
disajikan kembali permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku dalam melakukan pelayanan ditinjau dari dinamika internasional,
dinamika nasional dan dinamika regional adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9 Identifikasi Isu-Isu Strategis

NO. | DINAMIKA INTERNASIONAL DINAMIKA NASIONAL DINAMIKA REGIONAL
Arus globalisasi (budaya Kontribusi Sektor Sarana dan prasarana
global) Pariwisata Kawasan Indonesia Timur

o belum memadai
Masuknya unsur-unsur Sektor pariwisata sangat
budaya asing, baik itu berupa | potensial dalam Pulau-pulau kecil memiliki
ideologi baru, gaya hidup menyumbangkan devisa potensi pariwasata bahari
baru, teknologi baru, telah dalam jumlah besar bagi yang sangat bagus, baik
memicu terjadinya perubahan- | perekonomian Indonesia pantainya, permukaan laut
perubahan dalam kehidupan setiap tahunnya. Apabila maupun di bawah laut
dan kebudayaan masyarakat dikelola secara benar, termasuk budaya
Indonesia pada umumnya. implikasi positif lain akan masyarakatnya. Tetapi
Sebagian perubahan ini telah | muncul mengiringi tantangan yang ada yaitu
menimbulkan dampak keterbatasan lahan untuk
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Informasi

Pesatnya kemajuan teknologi
dan informasi sangat
menuntut sikap yang proaktif
semua pihak baik stakeholder
maupun enterprenur, dalam
perkembangan E-Business,
utamanya dalam hal industri
pariwisata.

Kemneterian Pariwisata
yang berkaitan dengan
Digital Tourism dengan
disiapkan ITX, promosi dan
pemasaran secara digital
dan penggunaan
Electronical pada Travel,
Resort dan Homestay

NO. | DINAMIKA INTERNASIONAL DINAMIKA NASIONAL DINAMIKA REGIONAL
Sosial budaya yang negatif, perkembangan sektor pengembangan sarana dan
sebagian lagi menimbulkan pariwisata. prasarana
dampak yang positif.

2. Isu perubahan iklim dan Program Kerjasama Pemerataan
pemanasan global Lintas Kementerian Telekomunikasi

Misalnya kerjasama antara | PT Telekomunikasi
Perubah_an iklim Kemenhub, Kemendes Indonesia (TELKOM)
mengahba?kan kemunduran PDT, Kemenkop UMKM mengalokasikan dana
garis pantai dan kenaikan dan Kemen PUPR dengan | sekitar Rp 1,7 triliun untuk
rgg:;i;'(:g;:t éﬁﬁi ;i\gz rise). ﬁgweenngsgrealilﬂomesta menggelar infrastruktur serat
menyebabkan gangguan iklim Desg Wisatag; Paket Y optik membentang dari
yang cukup ekstrim sepert Perjalanan Wisata PT Maluku hingga Papua. Hal
gelombang panas, kekeringan, | Pelni, terkait dengan target | " bertujuan untuk
banjir, dan badai tropis. pemerintah mendatangkan | Meningkatkan ketersediaan
Akibat yang timbul dari isu ini | 20 juta wisman sampai layanan broadband di
dapat dikategorikan menjadi 2019. PELNI menawarkan indonesia timur sekaligus
dampak positif terkait inovasi paket-paket destinasi meningkatkan daya saing
wisata dalam menanggulangi | wisata bahari di indonesia, | kawasan.
pemanasan global dan termasuk Maluku. Paket ini _ _
dampak negatif isu meliputi perjalanan wisata | Satelit Indonesia yang
pemanasan global terkait ke tempat-tempat wisata, terbaru berorbit di atas
mitigasi bencana. service floating hotel, Provinsi Papua dan Maluku

makan pagi, siang dan menjadi bentuk kepedulian

malam, serta coffee break, | pada KTI.

guest aminity, boat touring,

snorkeling dan pemandu di

tempat destinasi wisata.

3. Perkembangan Kawasan Peningkatan Trend Kerjasama dalam Daya
ASEAN Kepariwisataan di Tarik Wisata khusus

Indoensia yang telah dapat | Meeting, Incentive,

Kawasan ASEAN merupa!<a.n menyaingi Malaysia, Conference dan Exhibition
kawasan dengan kgrgkterlstlk Thailand dan Philipina (MICE) pada Negara-Negara
perkembangan pariwisata dengan meningkatnya ASEAN dan Negara Asia
yang ;angat dinamis Jumlah Kunjungan Timur.
sepanjang tahun. Berdasarkan Wisman, jumlah Devisa
data kunjungan wisatawan bagi negara yang semakin Penerbangan Langsung dari
pada masing-masing kawasan tinggi, Tenaga Kerja negara ASEAN, China ke
terjadi perubahan yang sangat Kepariwisataan yang Provinsi-provisni KTI.
signifikan terhadap jumlah meningkat,
kunjungan.

4, Revolusi Teknologi dan Prioritas Pembangunan Kerjasama dalam Daya

Tarik Wisata khusus
Meeting, Incentive,
Conference dan Exhibition
(MICE) pada Negara-Negara
ASEAN dan Negara Asia
Timur.

Penerbangan Langsung dari
negara ASEAN, China ke
Provinsi-provisni KTI.

Sumber: Hasil Analisis, 2019
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Didasarkan kajian sebelumnya dan komparasi dinamika di atas maka dapat

disimpulkan isu-isu strategis prioritas yang perlu ditangani oleh Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku antara lain sebagai berikut.

1.

10.

Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan objek daya tarik wisata belum
optimal. Hal ini utamanya untuk bangunan-bangunan cagar budaya yang menjadi
destinasi wisata sejarah. Untuk itu diperlukan standar operasional prosedur dalam
pengelolaan bangunan dan lingkungan cagar budaya sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

Kemampuan Posisi Tawar (Bargaining Position) dengan Kementerian Pariwisata
yang berkaitan dengan penggunaan DAK Fisik maupun Non-Fisik dengan
menyiapkan Persyaratan-Persyaratan Utama seperti adanya RIPPARPROV,
RIPPO, RENSTRA, BLUD Pariwisata dan DMO Provinsi

Aksesibilitas ke kawasan prioritas sebagai DTW perlu ditingkatkan terkait dengan
pengadaan sarana prasarana transportasi (darat, laut dan udara) yang dapat
menunjang konektivitas antar wilayah. Diperlukan pemerataan pembangunan
wilayah melalui pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk
meningkatkan keterkaitan antarkawasan peruntukan pariwisata, seperti akses jalan,
rute pelayaran, maupun penerbangan. Hal ini untuk menopang program unggulan
Kementerian Pariwisata yang berkaitan dengan Air Connectivity.

Masih terbatasnya amenitas pariwisata menyangkut prasarana publik pada daerah
tujuan pariwisata (Homestay desa wisata, bank, money changers, dan amenitas
lainnya)

Upaya Manajemen Destinasi Wisata yang belum terintegrasi juga Aspek
Pemasaran, Promosi dan Marketing Mix of Tourism yang belum optimal dan
sistematis. Selama ini publikasi dan promosi kapariwisataan Provinsi Maluku
mengenai berbagai produk pariwisata seperti industri pariwisata, potensi bahari,
potensi budaya, peninggalan-peninggalan nilai-nilai sejarah, dan tata ruang
pariwisata perlu ditingkatkan kinerjanya;

Belum ada kontribusi optimal kegiatan pariwisata terhadap ekonomi wilayah (PAD,
PDRB maupun serapan tenaga kerja). Hal ini karena lemahnya penerapan
pajak/retribusi pada objek daya tarik wisata potensial.

Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata masih rendah; Hal
ini dapat dilihat dari rendahnya kapasitas layanan peningkatan kompetensi pegawai
dan sertifikasinya serta pelaku industri pariwisata/usaha jasa pariwisata. Selain itu
masih terjadi kelemahan dalam penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik
(good governance) sehingga perlu adanya perbaikan.

Koordinasi dengan sektor-sektor terkait belum optimal dan terjalin hubungan yang
harmonis terutama di luar OPD Dinas Pariwisata. Hal ini memerlukan dukungan
sistem informasi dan manajemen yang yang efektif.

Ketersediaan data dan informasi kepariwisataan untuk mendukung penetapan
kebijakan dan operasional kepariwisataan masih terbatas;

Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pariwisata yang belum
optimal disebabkan karena membaiknya kondisi ekonomi, dan belum efektifnya
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kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang
pariwisata;

11. Kapasitas SDM dan pelaku usaha/ industri jasa pariwisata perlu ditingkatkan, yaitu
dengan cara bimbingan teknis, pembinaan maupun pendampingan secara periodik
dengan melibatkan Unsur-unsur dalam Elemen Pentahelix (ABC-GM).
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BAB 4

TUJUAN DAN
SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT
DAERAH

Penyusunan tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku mengacu pada Visi dan
Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024 yang
tertuang dalam RPJMD Maluku Tahun 2019-2024 yaitu :

VISI :

“MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI,
TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN
KEPULAUAN”

MISI :
1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan

terjangkau;

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan
pariwisata

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif,
mandiri dan berprestasi

pw

Di dalam visi dan misi di atas terkandung prioritas pembangunan terkait bidang
pariwisata yaitu pada misi ke lima : “Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi,
Budaya dan Pariwisata”.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembangunan Pariwisata Maluku tahun
2019-2024 adalah : “Mewujudkan Pariwisata Maluku Berdaya Saing Berbasis
Bahari, Sejarah Dan Kearifan Budaya Yang Mendorong Pembangunan Gugus
Kepulauan Serta Kesejahteraan Rakyat Yang Berkelanjutan”

Sasaran pembangunan pariwisata Maluku meliputi :
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1. Meningkatnya daya saing pariwisata Maluku di pasar Nasional dan Internasional.
2. Meningkatnya pendapatan sektor pariwisata.

Tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
dapat digambarkan pada tabel 4.1 berikut ini :
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Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

KO

KO

TARGET KINERJA TAHUN 2019-

INDIK SASA
TUJU | ATOR | SAT Nlel Nlel RAN INDIK 2024
AN TX}LU UAN AW | AK TSETEQ ATOR 201 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
AL HIR 9 0 1 2 3 4
Mewuj | Jumla | Juta | 18.9 | 24.3 | Menin | Jumla | 20. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24.
udkan | h oran 79 10 | gkatny | h 000 | 000 | 000 | 050 | 153 | 310
Pariwis | kunjun g adaya | kunjun
ata gan saing gan
Maluku | wisata pariwi wisata
Berday | wan sata wan
a Manca manca
. Maluk
Saing negar . negar
Berbas | a udi a
is pasar
Bahari, | Jumla | Juta | 105. | 151. Nasio | Jumla | 125 | 125 | 131 | 137 | 144 | 151
Sejara h oran | 001 | 938 | nal h .00 | 00| 25| 81| .70 | .93
hDan | Kunju g dan Kunju 0 0 0 3 3 8
Kearifa | hgan Intern ngan
n Wisat asiona | Wisat
Buday | awan | awan
a Nusan Nusan
Yang tara tara
Mendo -
rong Lgma Hari - 7 Lgma 4 4 5 5 6 7
Pemba Tingg Tingg
nguna al_ aI_
n Wisat Wisat
Gugus awan awan
Kepula Manca Manca
uan negar negar
Serta a a
Keseja [ ama | Hari - 8 Lama 6 6 7 7 8 8
hteraa Tingg Tingg
n al al
Rakyat | \yjgat Wisat
Yang | gwan awan
Berkel | Nusan Nusan
anjuta | arq tara
n
Nilai Rp - 287. | Menin | Nilai 225 | 236 | 248 | 261 | 274 | 287
pengel | (.00 961 | gkatny | pengel | 62 | 90 | .75 | .18 | .24 | .96
uaran 0.00 a uaran 5 6 1 9 8 1
wisata 0) penda | Wisata
wan patan | Wwan
(Devis sektor | (Devis
a) pariwi | &
PDRB % 1.85 | 2.20 | sata PDRB | 1.8 | 19| 19| 20| 21| 22
bidang bidang 5 2 9 6 3 0
Pariwi Pariwi
sata sata

55




Rencana Strategis 2019 — 2024 Dinas Pariwisata Provinsi

BAB 5

STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

Strategi dan kebijakan yang direncanakan dalam Renstra OPD merupakan
strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
OPD vyang selaras dengan RPJMD. Strategi dan kebijakan ini akan menunjukkan
bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD dan target
kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian
kebijakan.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat pola yang dirancang untuk merespon isu
strategi yang dihadapi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Strategi Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku dirancang untuk mengakomodir strategi pembangunan
daerah jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya keterpaduan
tujuan, sasaran, visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka
diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon
isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2019-2024.

Dengan demikian, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku adalah untuk mendukung pencapaian Misi ke 5 Gubernur
Provinsi Maluku yaitu : : “Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya
dan Pariwisata”. Strategi dan kebijakan tersebut adalah
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Maluku

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas
Gugusan Kepulauan”

MISI 5 “Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata”

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan Meningkatnya daya saing Meningkatkan jumlah promosi terutama Memperbanyak Promosi Digital
Pariwisata Maluku pariwisata Maluku di pasar secara digital dan konvensional
Berdaya Saing Nasional dan Internasional Menetapkan target pasar potensial Menyasar pasar potensial dalam

Berbasis Bahatri,
Sejarah Dan
Kearifan Budaya
Yang Mendorong
Pembangunan
Gugus Kepulauan
Serta Kesejahteraan
Rakyat Yang
Berkelanjutan

berdasarkan minat wisatawan

promosi

Mengembangkan Dan
amenitas pariwisata
Peningkatan infrastruktur dan jaringan
informasi

Meningkatkan industri pariwisata yang
berkompeten

Menyediakan

. Membangun Fasilitas Di Destinasi

Wisata

. Memfasilitasi akses komunikasi dan

konektivitas

. Menyiapkan industri pariwisata untuk

mendapatkan sertifikat

. Meningkatkan Pendidikan Formal Dan

Informal Sdm Pariwisata

. Menumbuhkan dan mengembangkan

kelembagaan pariwisata

. Peningkatan

. Fasilitasi

penyelenggaraan
Workshop, magang, Sertifikasi SDM
Pariwisata serta  Pembangunan
Pendidikan Pariwisata

pembentukan lembaga
pariwisata di Provinsi Maluku

Meningkatnya pendapatan
sektor pariwisata

. Mengembangkan

Kapasitas Usaha

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan promosi dan
penyelenggaraan Workshop Usaha
Pariwisata dan industri Kreatif
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BAB ©

RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN

Program Dinas Pariwisata merupakan bagian dari program prioritas RPJMD yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata. Rencana program prioritas beserta indikator
keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan RPJMD,
selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang
didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD. Program prioritas Dinas
Pariwisata dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan tugas fungsi, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Program prioritas Dinas Pariwisata untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan
daerah sebagaimana program prioritas RPJMD termasuk dalam urusan pilihan pariwisata.
Rencana program dan kegiatan pariwisata berdasarkan strategi terpilih.

Disamping itu Program percepatan pembangunan Maluku yang diusulkan oleh
Pemerintah Daerah, pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian
khusus dalam pembangunan pariwsata kedepan. Lewat program percepatan tersebut,
Dinas Pariwisata diminta untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas
dalam memajukan Sektor Pariwisata di Provinsi Maluku. Kawasan-kawasan tersebut
adalah Pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Banda; dan Kawasan Teluk Ambon
sebagai Kawasan Pariwisata Terintegrasi.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di
dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2019-2024
menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi :

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,;
Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-
produk pariwisata di Provinsi Maluku baik di dalam maupun luar negeri, sehingga
diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Yaitu
dengan memaksimalkan kinerja pemasaran pariwisata Provinsi Maluku dengan
menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab,
serta yang instensif, inovatif, dan interaktif.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik
sehingga mampu mewujudkan Destinasi Pariwisata yang bersaing di pasar
nasional dan internasional sehingga dapat memberi dampak positif terhadap
peningkatan perekonomian masyarakat.

c. Program Pengembangan Kemitraan;
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Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra-mitra pariwisata
dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku Pariwisata agar dapat
memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi wisata. Program ini
juga bertujuan mewujudkan kelembagaaan kepariwisataan dan tata kelola
pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata,
Pemasaran Pariwisata, dan Ekonomi Keratif secara profesional, efektif dan efisien.

d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-
produk ekonomi kreatif di Provinsi Maluku baik di dalam maupun luar negeri,
meningkatkan kualitas dan kuantitas ekonomi kreatif yang mampu bersaing di
pasar nasional dan internasional, mewujudkan ekonomi kreatif yang mampu
menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, meningkatkan kualitas dan
kuantitas SDM Pelaku ekonomi kreatif.

e. Pogram Perencanaan Pembangunan Daaerah;

Program ini bertujuan untuk mensinergikan Program dan kegiatan pariwisata yang
melibatkan partisipasi dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Melalui
program ini juga diharapkan mampu menciptakan kesepakatan bersama dengan
stekholder dalam perencanaan pembangunan pariwisata yang berkualitas.

Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi dinas diperlukan program-
program pendukung. Program pendukung untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas
Pariwisata antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme
pelayanan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan.

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
perkantoran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan
daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan meningkatkan disiplin aparatur dalam penyelenggaraan
tugas — tugas kedinasan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, terutama dalam upaya
pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan
profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan tugas — tugas kedinasan
terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen
pemerintahan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
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Dalam mencapai indikator sasaran, maka indikator kinerja yang terdiri dari indikator
program yaitu berupa outcome dan indikator kegiatan berupa output. Indikator kinerja
merupakan satuan yang terukur dan terhitung dalam menjakankan suatu program dan
kegiatan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari
tujuan dan sasaran program pariwisata periode 2019 — 2024 yang telah direncanakan.
Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan
identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan
peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan
pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari
kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada
masyarakat. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Untuk mencapai indikator dan tujuan program, maka indikator kinerja yang terdiri
dari kelompok sasaran program yaitu berupa kelompok sasaran dari pelaksanaan program
sebagai penerima program. Kelompok sasaran program merupakan satuan yang terukur
dan terhitung dalam menjakankan suatu program dan kegiatan sebagai penerima program.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang
tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas
yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan
dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian
target kinerja program (outcome) di masing-masing bidang sebenarnya tidak hanya
didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku,, namun juga oleh
sumber pendanaan lainnya yakni dana dekonsentrasi APBN Kementerian Pariwisata RI.
Besaran anggaran sangat tergantung pada keperluan target yang akan dicapai per
tahunnya, dimana sasaran untuk setiap program, disesuaikan dengan keperluan dan target
yang akan dicapai (Tabel 6.1).
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(dalam jutaan rupiah)

Thdikator Kinera Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Program Capaian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Rondisi Kinerja Pada| Unit PD
) Indikator Program dan ;
Tujuan sasaran e | Kode el (Outcome) dan [Satuan| pada [AKhIr Periode RPIMD| Penanggu | Lokasi
9 Kegiatan Tahun | Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ngjawab
el Target Rp
(output)
T z 3 7z 5 5 7 g T 10 T T2 3 s TS 5 7 pi:) T9 70 T ) 3
Mewujudkan Meningkatnya Program
Pariwisata Maluku Daya Saing Pengembangan
Berdaya Saing | pariwisata Maluku| PDRB 1:01:01 |pemasaran 3,030,275 2,582,733 2,711,000 2,847,000 2,989,000 3,138,450 3,138,450
Berbasis Bahari, | di pasar nasional | _Pidang Eeriieain
Sejarah, dan dan internasional | Pariwisata _
Kearifan Budaya Analisa Pasar Untuk Jur;lah !
Promosi & Pemasaran | pendataan analisa i
Yang Mendorong 1111 o i P ' Ki 2 2 100,000 3 100,000 4| 105,000 5| 110250 6 115,750 7 121,538 7 121,538| Dinas Ambon
Pembangunan ariwisata pasar Pariwisata
Gugus Kepulauan
Serta Kesejahteraan Peningkatan Jumlah
Rakyat Yang Pemanfaatan penggunaan Dbinas
Berkelanjutan 1112 |TeknologiInformasi |teknologi bh 3 3 300,000 4 300,000 s| 315,000 6 330,750 7 347,000 10 364,350 10 364,350 @ | Ambon
Jumlah dalam Pemasaran informasi untuk anwisata
kunjungan Pariwisata pariwisata
wisatawan Pengembangan Jumlah dokumen
nusantara
dan 1113 |Statistk statistik dok 2 2 200,000 2 200,000 2| 210,000 2 220,500 2 231,500 2 243,075 2 243,075| Dinas Ambon
Kepar ) kepar ) Pariwisata
mancaneg
ara Pengembangan Jumiah jaringan
1.1.1.4 [JaringanKerasama |kerja sama audisi 2 2 200,000 - - - - - - - - - - - - Dinas Ambon
Promosi Pariwisata  |promosi Pariwisata
pariwisata
Pelaksanaan Promosi| Jumlah promosi
1115 |PariwisatadibDalam & |di dalam dan luar |pamera 22 22| 1,155,275 24 1,312,333 25| 1,377,000 25| 1,446,000 25| 1,518,300 25| 1,594,215 25 1,594,215| Dinas Ambon
di Luar Negeri negeri n Pariwisata
Pelaksanaan Festival | Jumlah event Dinas
1.1.1.6 [Teluk Ambon yang dilaksanakan | event 1 1 600,000 - - - - - -1 - - - - - - Pariwisata | Ambon
Pesta Rakyat Banda | Jumlah event Dinas
Jumlah 1.1.1.7 yang dilaksanakan | event 1 1 475,000 - - - - - - - - - - - - Pariwisata | Ambon
kunjungan
wisatawan Pelaksanaan Maluku | Jumiah event Dinas
nusantara | 1.1.1.8 [Celebration Festival |yang dilaksanakan | event 1 - - 1 570,400 1| 599,000 1 629,000 1 660,450 1 693,473 1 693,473 Pariwisata | Ambon
dan
mancaneg Dukungan Jumiah logo dan Dinas
ara 1.1.1.9 [Operasional non rutin [tagline pkt - - - 1 100,000 1 105,000 1 110,500 1 116,000 1 121,800 1 121,800| Pariwisata | Ambon
untuk TIC
Meningkatnya Pengembangan
Daya Saing Destinasi Pariwisata
pariwisata Maluku|  ppRre 1:01:02 3,561,000 2,634,365 2,766,000 2,904,000 3,049,000 3,202,000 3,202,000
di pasar nasional | pigang
dan internasional | pariwisata
Pengembangan Objek| Jumiah Objek | dtw
Lama 1.1.21 |PariwisataUnggulan  [Pariwisata 2 2| 1,000,000 3 1,031,280 3| 1,082,844 3| 1,136,700 3| 1,193,450 3| 1,253,000 3| 1,253,000| Dinas Ambon
Unggulan Pariwisata
Tinggal
Peningkatan Jumlah Sarana bh
Nusantara Pembangunan Sarana|Prsarana Dinas
Dan 1122 |g prasarana Pariwisata 6 6| 1157,000 2 476,408 5| 500228 2| 525240 2 551,500 2 580,000 2 580,000 Ambon
mancaneg ras Pariwisata
Pariwisata
ara
Pengembangan Jumlah Daerah | daerah Dinas
1.1.2.3 [Daerah Tujuan Wisata | Tujuan Wisata 2 2 371,860 3 565,222 5| 593,400 s| 623,060 7| 654,100 7 687,000 7 687,000| Do | Ambon
Pengembangan Jumiah Usaha
Sosialisasi & Standarisasi Dinas
1.1.2.4 |Penerapan serta Usaha Pariwisata 5 5| 1,032,140 2 561,455 2| 589528 2| 619,000 2| 649,950 2 682,000 2 682,000( 8% o | Ambon
Pengawasan
standarisasi
PDRB Program
bidang | 1:01:03 |Pengembangan 1,871,550 1,690,966 1,775,514 1,864,290 1,957,504 2,055,379 2,055,379
Pariwisata Kemitraan
Pengembangan dan | Jumlah dokumen | dok
penguatan litbang litbang Dinas
1131 lebudayaan dan 1] 1350000 - - - - - - - - - - - “ |Pariwisata | AMPO"
pariwisata
Pembentukan jumiah lembaga
1132 [lémbpagadanmitra |dan mitra bidang |lembag - - - 4| 1,084,866 7| 1.139.100 5| 1,196,064 5| 1,255,868 5| 1318661 s|  1.318.661| DiNas Ambon
bidang pariwisata pariwisata a Pariwisata
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Pembentukan jumlah lembaga
1132 [embagadan mitra - \dan mitra bidang (lembag - - - 4| 1,084,866 7| 1,139,109 5| 1,196,064 5 1,255,868 5| 1,318,661 5| 131866103 Ambon
bidang pariwisata pariwisata a Pariwisata
Pengembangan SDM | Jumlah SDM org
1133 [danprofesionalisme - |berkualitas bidang 80 80| 250,000 200 360,900| 200| 378945\ 200 397,892| 200| 417,787 200| 438,676| 200 438,676 | DS Ambon
Lama bidang pariwisata pariwisata Pariwisata
Tinggal
Wisatawan Monitoring, Evaluasi, | Jumlah laporan | dok Dinas
Nusantara| 1.1.3.4 |dan Pelaporan monev 1 1 200,000 1 245,200 1 257,460 1 270,333 1 283,850 1 298,042 1 298,042 |Pariwisata [ Ambon
dan
Mancanega| Penyusunan Jumlah Dokumen| dok Dinas
ra Dokumen Perencanaan Pariwisata
1.1.3.7 |perencanaan Pariwisata 1 1 71,550 - - - - - - - N - - - - Ambon
Pariwisata
bidang 1:01:04 |- ENgeMbangan 1,000,000 690,000 725,000 761,000 799,000 838,950 838,950
Pariwisata Ekonomi Kreatif
Pengeluaral Pelaksanaan Promosi| Jumlah promosi
i | 1141 Ef;;?fmha"gan Usaha E:;E:T::ﬁa" produk 10| 500,000 20 350000| 20| 368000| 20| 386500| 20| 40s800| 20| 426090| 20 426,090 F'?a'zjvfsma Ambon
(Devisa)
Pengembangan Jumlah Dinas
11.4.4 |Sumberdayaekonomipengembangan | 100 500,000 100 340,000| 200| 357,000| 200| 374500| 200 393,200 200 412,860 | 200 412,860 [FWISAR | Aoy
kreatif sumber daya
ekonomi kreatif
PDRB Perencanaan
bidang | 1:01:05 [Pembangunan 350,000 285,000 299,250 314,215 329,925 346,420 346,420
Pariwisata Daerah
Pelaksanaan Jumlah dok 1 Dinas
Koordinasi kesepakatan Pariwisata
1151 Pembangunan bersama 1 350,000 1 285,000 1 299,250 1 314,215 1 329,925 1 346,420 1 346,420 Ambon
Kemitraan Pariwisata
Pelayanan
1:01:06 [Administrasi 1,396,100 1,831,460 1,923,000 2,019,000 2,119,000 2,224,950 2,224,950
Perkantoran
Penyediaan Jasa Jumlah surat bh 1,500 Dinas
1.16.1 Sura\:l/Menyurat menyurat 1,500 2,800 1,500 1,000| 1,500 1,050| 1,500 1,100| 1,500 1,150 1,500 1,208 | 1,500 1,208 Pariwisata Ambon
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa jenis 3 Dinas
1.1.6.2 |Komunikasi Sumber Komunikasi, Air 3 120,000 3 164,200 3 172,400 3 181,020 3 190,000 3 199,500 3 199,500 [Pariwisata | Ambon
Daya Air danListrik dan Listrik
Penyediaan Jasa Jumlah unit 9 Dinas
1163 [Lemeliharaandan —kendaraan yang 9 42,000 10 57900 10| 60795 10| e3830| 10| 67022] 10 70373| 10 70,373|7 2S8R | Abon
Perijinan Kendaraan [terpelihara
Dinas / operasional
1164 &?ﬁ?ﬁ?\”&aﬂs& é;ﬂé": ;Ismgg o 4 4| 115,000 4 133,400 4| 140070 4| 147,100 4| 154,000 4| 161,700 4 161,700 F'?a'zfv?sa‘a Ambon
1165 |envediaanalatilis | Jumiah alat tulis | tahun 1 1 15,000 1 50,000 1| 525500 1| 55000 1| s7.600 1 60,480 1 60,480 [12° | Ambon
Penyediaan barang Jumlah barang tahun 1 Dinas
1.1.6.6 |cetak dan cetak dan 1 10,000 1 41,900 1 43,995 1 46,195 1 48,500 1 50,925 1 50,925 Pariwisata Ambon
penggandaan penggandaan
Penyediaan Jumlah tahun 1
Komponen Instalasi  [komponen Dinas
1.1.6.7 |Listrik dan Penerangan|instalasi listrik dan 1 13,600 1 7,350 1 7,700 1 8,080 1 8,485 1 8,909 1 8,909 pariwisata Ambon
Bangunan Kantor penerangan
kantor
1168 |ponyediaan Makanan r;‘;';“'ah konsumsi| tahun 1 1 10,000 1 33,900 1| 35505 1| a7a7s 1| 39243 1 41,206 1 41,206 |25 | Ambon
Rapat-rapat Jumlah rapat- tahun 1
1169 |Koordinasidan rapat koordinasi 1| 275700 1 451,890 1| 474,485 1| 498,200 1| 523,000 1| 549,150 1 549,150 | Dinas Ambon
konsultasi dalam dan |dalam dan luar Pariwisata
luar daerah daerah
Penyediaan Jasa Jumlah jasa org
11610 |1enagaPendukung  Jlenaga 30 30| 792,000 30 889,920 30| 934410 30| 981,100 30| 1,030,000 30| 1,081,500 30| 1,081,500 |Dinas Ambon
[Administrasi administrasi Pariwisata
Perkantoran perkantoran
Peningkatan Sarana
1:01:07 |dan Prasarana 1,915,850 1,121,490 1,177,000 1,235,000 1,296,000 1,360,800 1,360,800

Aparatur
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Pengadaan Jumlah
1.1.7.1 |endaraan Dinas - |pengadaan unit 2| 2| 1753450 8 200000 7| 20000 7| 220800 7| 235 7| 2as01] 7| 243101 P | Ampon
[Operasional kendaraan dinas/ Pariwisata
operasional
Pengadaan Jumlah
Perlengkapan gedung |pengadaan Dinas
1172 Kantor peralatan gedung pkt 1 504,500 1f 529,500 555,975 1 583,700, 1 612,885 1] 612,885 Parivisata Ambon
kantor
Pengadaan Peralatan| Jumlah
dung kant d. .
1173 gedung kantar pengacaan bh 4 4 32,400 20 162,240 20| 170,350 20 178,000 20 186,225 20 195,536 20 195,536 Dma}‘. Ambon
peralatan gedung Pariwisata
kantor
Pemeliharaan Rutin | Jumlah tahun Dinas
1.1.7.4 |/Berkala Gedung pemeliaraan rutin 1 1 50,000 1 60,000 1 63,000 1 66,100 1 69,405 1 72,875 1] 72,875 Pariisata Ambon
kantor gedung kantor
Pemeliharaan Rutin | Jumlah tahun Dinas
1.1.7.5 |/Berkala Kendaraan ~ {pemeliharaan 1 1 50,000 1 89,750 1 94,000 1 98,700 1| 103,635 1| 108817 1 108,817 Pariwisata Ambon
Dinas Operasional |kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin | Jumlah tahun
1.1.7.6 |Perkala peralatan | pemelinaraan uin 1| 1| 20000 1| ool 1| seso| 1| wesoo| 1| wras| 1] 1ser 4 18101 D™ | Ambon
gedung kantor berkala peralatan Pariwisata
kantor
Pemeliharaan rutin/ | Jumlah pkt
berkala kendaraan |pemeliharaanrutin Dinas
1.1.7.7 |operasional di atas air berkala kendaraan 1 1 10,000 1 90,000 1 94,500 1 99,225 1 104,185 1 109,394 1 109,394 Parivisata Ambon
operasional
Program
1:01:08 [Peningkatan Disiplin 45,000 47,250 49,613 52,093 54,698 54,698
Aparatur
Pengadaan pakaian | Jumlah
khusus hari hari pengadaan Dinas
1.1.8.1 |tertentu pakaian khusus pkt 1 45,000 1 47,250 1 49,613 1 52,093 1 54,698 1 54,698 Parivisata Ambon
hari-hari tertentu
Program
101,08 | eNingkatan 150,000 210,000 220,500 231,525 243,101 255,256 255,256
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis | Jumlah Dinas
1.1.8.1 |peningkatankapasitas [bimbingan teknis | org 80 80 150,000 85 210,000 100 220,500( 125 231,525 125  243101] 125 255,256 125 255,256/ Paiwisata Ambon
Sumber daya aparatur
TOTAL PAGU 13,274,775 11,091,014 11,644,514 12,225,642 12,834,624 13,476,904 13,476,904
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BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
merupakan pedoman OPD dalam menyusun Renstra OPD. Fungsi pengendalian dan
keterkaitan antara RPJMD dan Renstra OPD secara umum dapat dilihat dan diukur
melalui penetapan indikator kinerja OPD yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran
RPJMD. Indikator kinerja OPD secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan merupakan tolok ukur keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan
sasaran OPD. Indikator kinerja diperlukan dalam rangka mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Maluku.

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2019-2024 sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada
tabel berikut :
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KONDISI KINERJA

TARGET CAPAIAN SETIAP KONDISI
INDIKATOR iégﬁ)g\é\/gtmo TAHUN KINERJA
PADA AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PERIODE
RPJMD
Jumlah
kunjungan 18.979 20.000 20.000 21.000 22.050 23.153 24.310 24.310
wisatawan
Mancanegara
Jumlah
Kunjungan 105.001 125.000 125.000 131.250 137.813 144.703 151.938 151.938
Wisatawan
Nusantara
Lama Tinggal
Wisatawan - 4 4 5 5 6 7 7
Mancanegara
Lama Tinggal
Wisatawan - 6 6 7 7 8 8 8
Nusantara
Nilai
\?v?ggg\?vjr?n - 225.625.+000.000 | 236.906.250.000 248.751.562.500 261.189.140.625 274.248.597.656 287.961.027.539 287.961.027.539
(Devisa)
PDRBbidang |, 44 1.85 1.92 1.99 2.06 2.13 2.20 2.20
Pariwisata
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BAB 8

PENUTUP

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Renstra memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgent dalam
pengembangan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi OPD, termasuk Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku merupakan penjabaran dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku yang selanjutnya
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
Rencana tersebut merupakan rencana tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
selama periode lima tahun (2019-2024) yang wajib dilaksanakan dengan penuh
dedikasi dan tanggung jawab.

Selanjutnya, implementasi Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun
2019-2024 perlu mendapatkan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara
komprehensif untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan
fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku merupakan bagian
pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,
serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi
Maluku.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ini, sangat diperlukan komitmen untuk menjalankan
renstra dengan menerapkan 3 (tiga) prinsip utama pemerintahan yang baik dan bersih
(clean and good governance), yaitu:

a. Akuntabilitas, berarti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah OPD Dinas
Pariwisata untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas
segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

b. Transparansi, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyat.
Pemerintahan yang baik yang bersifat transparan dan terbuka akan memberikan
informasi/data yang memadai bagi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan
publik dan tindakan pelaksanannya. Dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan
pemerintah harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

c. Aturan hukum (rule of law), Pemerintahan yang baik mempunyai jaminan kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang
ditempuh. Oleh karena itu setiap kebijakan dan peraturan perundangan-undangan
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harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku
yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum.
Selain good governance, beberapa prinsip yang harus dimiliki Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku dalam rangka implementasi Renstra antara lain:

1. Pengembangan dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance
based on budgeting) yang tepat tindak dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan setiap
program dan/atau kegiatan harus sinkron dan memiliki keterkaitan serta memiliki
kontribusi yang jelas dengan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran yang telah
dicanangkan.

2. Penguatan koordinasi dan sinergitas Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dengan
seluruh stakeholders terkait, termasuk dengan Kementerian Pariwisata, Kamar
Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, komunitas
masyarakat dan lembaga terkait lainnya.

3. Adanya komitmen, konsistensi dan kebersamaan seluruh jajaran Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku dalam setiap tahap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing,
baik tahap perencanaan, implementasi hingga, monitoring dan evaluasi. Berkaitan
dengan hal ini, peran kepemimpinan (leadership) sangat vital, bahkan dianggap
sebagai faktor kunci (key factor) bagi keberhasilan pelaksanaan Renstra dan
pencapaian setiap target kinerja yang sudah ditentukan. Komitmen kerja sebagai
pelayan publik (public services) hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan
ikhlas untuk menghindari tindakan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Adanya kesadaran dan kebutuhan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara
sistemik dan berkelanjutan, dalam aspek kelembagaan, program (bussines process),
maupun sumberdaya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

5. Monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan
secara berkala dan menyeluruh serta terukur oleh pimpinan Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku, yang dapat dijadikan pedoman bagi pemberian rewards dan
punishment terhadap masing-masing penanggung jawab program dan kegiatan.
Oleh karena itu, perlu dilaksanakan secara tegas dan penuh disiplin yang diiringi
dengan penguatan sistem pengawasan internal (internal assesment system).

8.2. PENUTUP

Rencana Srategis Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku, yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran kinerja Dinas selama 5
(lima) tahun. Dalam proses penyusunannya, Renstra OPD ini memperhatikan
perkembangan situasi, kondisi dan potensi kepariwisataan di Provinsi Maluku. Renstra
ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pariwisata, dan pelaksanaan pelayanan kepada
stakeholders yang ada. Dalam melaksanakan Renstra diperlukan partisipasi,
semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Maluku,
untuk menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.
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Hasil pelaksanaan Renstra akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Gubernur Maluku pada setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek
efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program
dan kegiatan. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-
tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung
terwujudnya good governance.
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